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MOTTO
“ lImu adalah senjataku, sabar adalah kekuatanku, kejujuran adalah penolongku,
kebahagian adalah sholat, mencari ilmu itu wajib bagi

Muslimin dan Muslimat™

(Hadits Nabi Muhammad SAW)

*Rusli, Iwan. 2002. Konsep Islam Modern. Jakarta - Bina Insani
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RINGKASAN

Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No, 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tegas menyatakan
bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Realisasi dari prinsip kehati-
hatian bank (prudential banking principle) tersebut salah satunya adalah
mengupayakan pengamanan bagi penyaluran kredit agar bank tidak menderita
kerugian, antara lain dengan menerapkan prinsip The Five C's of Credit Analysis
(5 C) dan pembuatan akta otentik dalam hal perjanjian kredit. Terkait pembuatan
akta otentik dalam perjanjian kredit, salah satu yang banyak digunakan adalah
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT),

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan
studi lapangan, sedangkan analisis data yang digunakan adalah Metode Deskniptif
Kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik letapi didasarkan atas
analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Permata Tbk Cabang
Surabaya selaku kreditur dengan pihak debitur yang berupa pemberian fasilitas
kredit jangka pendek dan dijaniinkan dengan hak tanggungan, serta plafondnya
berkisar antara 0 — Rp 100 juta biasanya pada awal pelaksanaan perjanjian kredit
menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
Penggunaan SKMHT dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) didasarkan pada pasal 15 UUHT No.4
Tahun 1996, SKMHT tersebut berbentuk akta Notaris/PPAT dan hanya berlaku |
{satu) bulan sejak tanggal diberikan dan digunakan untuk tanah vang telah
terdaftar, Sedangkan untuk tanah vang belum terdafiar, PT Bank Permata Thk

Cabang Surabaya tidak dapat menerimanya sebagai objek jaminan karena dinilai

X1l
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RINGKASAN

Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tegas menyatakan
bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Realisasi dari prinsip kehati-
hatian bank (prudential banking principle) tersebut salah satunya adalah
mengupayakan pengamanan bagi penyaluran kredit agar bank tidak menderita
kerugian, antara lain dengan menerapkan prinsip The Five C's of Credit Analysis
(3 C) dan pembuatan akta otentik dalam hal perjanjian kredit. Terkait pembuatan
akta ofentik dalam peranjian kredit, salah satu yang banvak digunakan adalah
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data vang digunakan adalah studi pustaka dan
studi lapangan, sedangkan analisis data yang digunakan adalah Metode Deskriptif
Kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas
analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas,

Pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Permata Thk Cabang
Surabaya selaku kreditur dengan pihak debitur yang berupa pemberian fasilitas
kredit jangka pendek dan dijaminkan dengan hak tanggungan, serta plafondnya
berkisar antara 0 — Rp 100 juta biasanya pada awal pelaksanaan perjanjian kredit
menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT),
Penggunaan SKMIIT dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) didasarkan pada pasal 15 UUHT No.4
Tahun 1996. SKMHT tersebut berbentuk akta Notaris/PPAT dan hanya berlaku |
(satu) bulan sejak tanggal diberikan dan digunakan untuk tanah yang telah
terdaflar. Sedangkan untuk tanah vang belum terdaftar, PT Bank Permata Thk

Cabang Surabaya tidak dapat menerimanya sebagai objek jaminan karena dinilai
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi pasca jatuhnya rezim
Orde Baru adalah mempercepat pemulihkan kondisi ekonomi yang hancur akibat
diterpa krisis ekonomi dan moneter. Percepatan pemulihan ekonomi ini bertujuan
untuk membangkitkan scktor il terutama bagi pengusaha kecil, menengah serta
koperasi melalui pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat
yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya
likuiditas yang sesuai kebutuhan. Pemerintah mengembangkan kebijakan industri,
perdagangan dan investasi dalam rangka mengembangkan daya saing global
dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha bagl segenap rakyat serta seluruh daerah melalui
keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif

Pembangunan sektor perdagangan, industri dan investasi memerlukan
tersedianya  dana  dalam jumlah besar Untuk mengembangkan dan
memperbesar usahanya, para pelaku usaha membutuhkan kucuran dana dan
pihak ketiga baik dalam bentuk modal maupun berupa dana pinjaman vang
diberikan oleh lembaga perbankan. Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence
Smith, bahwa bank komersial merupakan lembaga kredit yang utama di
dalam masyarakat modem (commercial banks are the primary credit
institusions in modern socitety). Oleh karena itu penyaluran dana oleh bank
dalam bentuk kredit kepada masyarakat (nasabah atau debitur) tidak boleh
sembarangan, tetapi harus memperhatikan keamanan sebagai securiry factor
bagi kembalinya dana tersebut (M. Khoidin, 2005:1),

Penyaluran kredit oleh lembaga perbankan merupakan salah satu bidang
usaha (core bussines) yang mempunyai tingkat resiko (degree of risk) sangat
tinggi, sehinggn karenanya bank dituntut agar bertindak ekstra hati-hati dan
professional. Sikap kehatian-hatian itu perlu karena bank adalah lembaga
pengambil alih resiko (risk taker), bukan penghindar resiko (risk avoider) Bisnis
perbankan merupakan kegiatan menghitung, mengidentifikasikan dan sekaligus
mengatasi resiko agar menjadi managable. Ladang utama bisnis bank yang penuh

resiko itu adalah mencari pendapatan dari bunga (inferest based income). Bank
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Juga menggali pendapatan dari jasa yang diberikan kepada nasabah (fee based
mcome).

Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tegas menyatakan
bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Realisasi dari prinsip kehati-
hatian bank (prudential banking principle) terscbut salah satunya adalah
mengupayakan pengamanan bagi penyaluran kredit agar bank tidak menderita
kerugian, antara lain dengan menerapkan prinsip The Five C's of Credit Analysis.
Prinsip 5 C dalam penyaluran kredit oleh bank meliputi penilaian terhadap
character (watak) calon debitur, capacity (kemampuan), capital (modal),
collateral (jJaminan atau agunan) dan condition of economic (kondisi ekonomi
atau prospek usaha),

Secara makro (ujuan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam
menjalankan usaha bank (termasuk dalam penan kredit) tersebut dimaksudkan
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi bank serta nasabah
penyimpan dana, schingga bank diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi
sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana, Dalam
pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga telah
ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank.

Jadi, dalam menyalurkan kredit kepada debitur, bank harus
mempertimbangkan aspek keamanan bagi kembalinya kredit tersebut. Dalam
hukum perbankan telah ditegaskan bahwa dalam mengucurkan kredit, di samping
memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank harus memperhatikan
aspek pengamanan dari segi hukum (legal secwrity). Pasal 8 Undang-Undang
No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa dalam
memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya sesuat dengan yang diperjanjikan.
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Dalam dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit pada debitur, umumnya
mensyaratkan adanya suatu jaminan sebagaimana tertuang dalam pasal 11
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.7 Tahun 1992,

Ada beberapa jaminan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia °

I, gadai, diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, mengatur tentang jaminan
khusus atas benda bergerak;

2. hipotik, yang diatur dalam pasal 1162-1232 KUHPerdata, mengatur tentang
jaminan atas benda tidak bergerak:

3. hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan;

4. jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fiducia (Widjaja dan Yani, 2003),

Fungsi pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan
kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-
barang jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjamin bilamana
debitur melakukan wanprestasi dan tidak membayar kembali pinjamannya
pada saat jatuh waktu tempo perjanjian kreditnya, Agar bank selaku kreditur
dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan pinjaman yang
diserahkan oleh debitur atau penjamin maka perlu terlebih dahulu dilakukan
pengikatan secara yuridis formil atas barang-barang jaminan tersebut
menurut hukum yang berlaku. Misalnva: dengan hipotik, ikatan surat kuasa
pemasangan hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, gadai, akta
personal guarantee atau dengan akta fiducia ( Yulianto, 2005:5),

Hasil penelitian Retnowulan Sutantio menyatakan bahwa jaminan yang oleh
lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan
hak tanggungan. Hal itu didasari oleh adanya kemudahan dalam
mengidentifikasi obyek hak tanggungan, serta jelas dan pasti dalam hal
eksekusinya. Di samping itu, hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil
pelelangan tanah yang ménjadi objek hak tanggungan. Pertimbangan lain
karena sertifikat hak tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang
lebth penting adalah hak tanpgungan telah diatur dalam Undang-Undang
No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta harga dari tanah yang
menjadi objek hak tanggungan cenderung terus meningkat (M. Khoidin,
2005:11).

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tangpungan
disebutkan pula bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi.
Sifat tidak dapat dibagi-bagi ini dapat ditentukan lain oleh para pihak berdasarkan
perjanjian yang disepakati bersama. Disamping tidak dapat dibagi-bagi, hak
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tanggungan juga mempunyai sifat-sifat yang ada pada hak jaminan lainnya,
seperti selalu mengikuti bendanva (droir de suite), bersilat gecesoir dan
memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan hutang
manakala debitur wanprestasi (droit de preference),

Untuk mendapatkan pelunasan hutang lebih dahulu dari kreditur lainnya
(droit de preference) diperlukan alas bukti vang kuat, salah satur::ya melalui akta
otentik. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai salah
satu dokumen dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan, merupakan suaty
akta otentik vang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), maka
sejak saat itu telah tegadi perbuatan hukum berupa pemberian hak tanggungan
oleh debitur kepada pihak bank sebagai kreditur. Akibat dari perbuatan hokum itu
sendiri adalah timbulnya hak bagi salah satu pihak dan kewajiban bagi pihak
lamnya,

Berdasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris Ord.Stb 1860 no. 3 Jo. Pasal
1868 BW, menentukan bahwa notaris adalah satu satunya pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik tetapi setelah berlakunya UU No 4 tahun
1996 tentang UUHT, ditentukan bahwa dalam SKMHT wajib dibual dengan akta
Notaris/PPAT serta dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa PPAT/Camat sebagai
pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan hukum tertentu tentang tanah termasuk dalam membuat
SKMHT.

Penggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
sendin diatur dalam pasal 15 UUHT. Terkait dengan pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan dalam perjanjian kredit ada banyak hal yang perlu
diperhatikan, sebab hal tersebut mempunyai ekses hukum pada akhirnya nanti.

Pada kenyataannya didalam pandangan banyak pihak sering terjadi
kesalahpahaman (misunderstanding) mengenai fungsi dari SKMHT itu sendiri,
Mereka berpandangan bahwasanya SKMHT dapat dijadikan jaminan atas
permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Disamping itu mereka juga tidak
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memahami secara utuh mengenai prosedur dan akibat hukum dari penggunaan
SKMHT dalam perjanjian kredit.

Setelah seluruh proses perjanjian kredit, pemberian kuasa membebankan
hak tanggungan dan pembebanan jaminan telah selesai dilakukan, maka hal lain
yang perlu diperhatikan bank adalah kelancaran dari pelunasan kredit. Sebab
dunia perbankan dihadapkan pada sebuah resiko yakni adanya kemungkinan
kredit yang telah disalurkan tersebut mengalami kemacetan (non performing
loan), dengan kata lain uang yang telah disalurkan dalam bentuk kredit tidak
dikembalikan masyarakat pada pihak bank

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK
TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA PT BANK
PERMATA Thk, CABANG SURABAYA.

1.2 Ruang Lingkup

Penguraian isi suatu tulisan perlu kiranya dijelaskan adanya suatu ruang
lingkup permasalahan. Hal ini akan memberikan kepastian terhadap masalah yang
diteliti. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi im1 mengenai penggunaan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT ) dalam perjanjian kredit terkait
dengan faktor penyebab serta akibat hukumnya dan proses penyelesaian kredit
macet. )
1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan schagai
benkut :
| bagaimana penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangpungan

(SKMHT) dalam perjanjian kredit pada PT Bank Permata Tbk. Cabang

Surabaya 7
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2. apa faktor penyebab penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan dan akibat hukumnya pada PT Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya?

3. bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada PT Bank
Permata Tbk, Cabang Surabaya?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

I, Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dan syarat-syarat serta tugas-tugas
untuk mencapal gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas
Hukum Universitas Jember,

2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan bagi para praktisi agar dapat
menggunakannya sebagai  bahan untuk melithat dan  menyelesaikan
permasalahan yang dihadapinya

3. Untuk membanty proses pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam
bidang perkreditan dan pada bidang hukum perbankan umumnya, agar
pembangunan  di  kedua bidang tersebut dapat dikerjakan secara
berkestnambungan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah -

I. Untuk mengkaji dan menganalisa penggunaan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) dalam perjanjian kredit.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa fakior penyebab penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan akibat hukumnya.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelamatan dan penvelesaian

kredit macet
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1.5 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode
tertentu. Hal ini sudah merupakan ciri bagi suatu karya ilmiah yang mengandung
kebenaran, dimana kebenaran terscbut dapat dibuktikan dengan adanya data
sehingga menunjukkan sifat ilmiahnya (Hilman Hadikusuma, 1995:58),

1.5.1 Pendekatan Masalah '

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis sknipsi ini adalah
pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
memahami serta menerapkan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan hukum
positif yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan
dibahas (Seemitro, 1988:106),

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini-adalah :

I. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdirt dari
peraturan dasar, peraturan perudang-undangan yang berlaku, lampiran Surat
Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Bank Indonesia (PBI),

Bahan hukum sekunder, yang membernt penjelasan mengenai bahan hukum

b

primer seperti misainya Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari para kalangan hukum (Soekanto dan Mamudji, 1990:14).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah
1.6.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
membaca dan mempelajan literatur, dokumentasi, karya ilmiah, artikel, hasil
seminar sebagai sumber pengumpulan bahan hukum dan mempelajari peraturan
perundang-undangan yang dikcluarkan oleh instansi berwenang yang berkaitan
denpan permasalahan yang dibahas, serta untuk menganalisa permasalahan yang

diangkat dalam penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1988:116)
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1.6.2 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan hukum secara spesifik dan
realitas yang terjadi dalam masyarakat, Dalam penulisan skripsi ini penulis
memperoleh bahan hukum melalui wawancara. Menurut Soemitro (1988:57),
wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung
pada yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis melakukan wa;wanmm secara
langsung pada PT Bank Permata Thk, Cabang Surabaya (dengan Bpk. Sungkono,
S.H., Bagian Litigasi PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya).

1.7 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif
yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan
yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang
diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah
yang dibahas. Dengan menggunakan metode im, penulis bermaksud memberikan
gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang
diperoleh. Disamping itu, ditambahkan pendapat para sarjana yag mempunyai
hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif (Soemitro, 1988:98)

Setelah bahan hukum dianalisis kemudian disusun suatu kesimpulan
secara deduktif, yaitu menganalisa permasalaban yang bersifat umum kemudian

ditarik kesimpulan menuju hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1988:98).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam kegiatan perekonomian, bank selaku mtermediary of fimds
(penyalur dana) mempunyai peranan strategis sebagal lokomotif pembangunan,
terlebih bila dihubungkan dengan trilogi pembangunan, yaii’u pemerataan,
stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana lembaga
perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
ke arah pemingkatan kesehjateraan rakyal banyak. Sehingga dengan demikian
dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat
haruslah berpedoman pada tujuan tersebut diatas.

Bank sebagai institusi keuangan yang menyalurkan dana kepada
masyarakat dalam prakteknya menvandarkan Kegiatannya pada pninsip kehat-
hatian bank (prudential banking). Prinsip imi mengharuskan setiap bank dalam
kegiatan penyaluran kredit mempunyai keyakinan dan analisis yang mendalam
atas kemampuan debitur, Sehingga dalam prakteknya setiap bank mewajibkan
para debitumya untuk memberi agunan atau jaminan atas kredit yang dibenkan
padanya. Agunan atau jaminan ini sendin berguna untuk melindungi kepentingan
bank bila dalam praktek debitur wanprestasi dan tidak mampu mengembalikan
kredit beserta bunganya dalam jangka wakiu yang telah ditentukan.

Agus Yudha Iemoko mengemukakan bahwa, dalam praktek perbankan
vang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Maraknya
penggunaan tanah sebagai jaminan kredit didasarkan pada pertimbangan bahwa
tanah paling aman baik secara kualitas maupun kuantitas (dalam Khoidin,
2005:11). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis
yang relatif tinggl, dan dan seg prospeknya menunjukkan grafik yang terus
meningkat,

PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya pun dalam pelaksanaan

perjanjian kredit dilihat dart segi kualitas penggunaan sarana jaminan untuk
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pengikatan jaminan, lebih banyak menggunakan jaminan dengan hak tanggungan.
Penggunaan hak tanggungan oleh PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya
biasanya diawali dengan dengan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan
dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini PT Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya. Hal ini dapat kita dilihat dalam contoh kasus dibawah ini.

Sebuah fasilitas kredit dari PT Bank Permata Tbk, Cébang Surabaya
diberikan kepada scorang debitur yang bernama Gunawan Suwandi, swasta,
bertempat tinggal di jalan Darma Husada 152, Surabaya, bertindak selaku
Direktur Utama (Dirut) PT Sumberrejo Santoso, yang tertuang dalam akta
perjanjian kredit Rekening Koran No.177 yang dibuat dihadapan notaris Wahyudi
Suyanto. Fasilitas kredit yang diberikan kepada Gunawan Suwandi selaku debitur
merupakan sebuah fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp. 1.000.000.000-
(satu milyar rupiah) dengan bunga pinjaman Rp. 144.381.906.- (seratus empat
puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah)
per tahun.

Fasilitas pinjaman rekening koran tersebut diperpanjang selama satu tahun,
yaitu sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 sesuai dengan perjanjian
perpanjangan  fasilitas  kredit (perusahaan) No.  OD/2003/609/R0O/Comm
tertanggal 22 Desember 2003, Jumlah pinjaman atau hutang sebagaimana tersebut
diatas oleh debitur dijamin dibawah titel Hak Tanggungan berupa sebidang tanah
hak guna bangunan dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. D1.208:1325/2003
DI1.307:1326/2003 HGB No. 77 seluas 124m’ yang diuraikan dalam surat ukur
tertanggal 13 September 1993 No.391/1993 terletak di jalan Kartopaten No, S8/111
Surabaya terdaftar atas nama David Suwandi. Kredit ini juga menggunakan
Jaminan Fiducia berupa stock barang milik PT Sumberrejo Santoso dengan
Sertipikat Jaminan Fiducia No.W10.3401 HT.04.06. TH.2003/STD tertanggzal 13
November 2003,

Perjanjian kredit dengan hak 'Tanggungan ini mulanya diawali dengan
pembenian kuasa membebankan hak tanggungan dari debitur dalam betuk akta
PPAT. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa pada akhirnya pengembalian kredit

tidak berjalan lancar atau macet (non performing loan), maka kreditur
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pengikatan jaminan, lebih banyak menggunakan jaminan dengan hak tanggungan.
Penggunaan hak tanggungan oleh PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya
biasanya diawali dengan dengan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan
dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini PT Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya. Hal ini dapat kita dilihat dalam contoh kasus dibawah ini.

Sebuah fasilitas kredit dari PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya
diberikan kepada seorang debitur yang bernama Gunawan Suwandi, swasta,
bertempat tinggal di jalan Darma Husada 152, Surabaya, bertindak selaku
Direktur Utama (Dirut) PT Sumberrejo Santoso, yang tertuang dalam akta
perjanjian kredit Rekening Koran No. 177 yang dibuat dihadapan notaris Wahyudi
Suyanto. Fasilitas kredit yang diberikan kepada Gunawan Suwandi selaku debitur
merupakan sebuah fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan bunga pinjaman Rp. 144.381.906,- (seratus empat
puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu nbu sembilan ratus enam rupiah)
per tahun.

Fastlitas pinjaman rekening koran tersebut diperpanjang selama satu tahun,
yaitu sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 sesuai dengan perjanjian
perpanjangan  fasilitas  kredit (perusahaan) No. 0OD/2003/609/RO/Comm
tertanggal 22 Desember 2003. Jumlah pinjaman atau hutang sebagaimana tersebut
diatas oleh debitur dijamin dibawah titel Hak Tanggungan berupa sebidang tanah
hak guna bangunan dengan Sertipikat Hak Tanggungan No, DI.208:1325/2003
D1.307:1326/2003 HGB No. 77 seluas 124m” yang diuraikan dalam surat ukur
tertanggal 13 September 1993 No.391/1993 terletak di jalan Kartopaten No.S8/111
Surabaya terdaflar atas nama David Suwandi, Kredit ini juga menggunakan
Jaminan Fiducia berupa stock barang milik PT Sumberrejo Santoso dengan
Sertipikat Jaminan Fiducia No, W10 3401 HT.04,06. TH.2003/STD tertanggal 13
November 2003,

Perjanjian kredit dengan hak Tanggungan ini mulanya diawali dengan
pembenian kuasa membebankan hak tanggungan dari debitur dalam betuk akia
PPAT, Tapi setelah melihat kenyataan bahwa pada akhirmya pengembalian kredit

tidak berjalan lancar atau macet (non performing loan), maka kreditur


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

11

meningkatkan statusnya menjadi sertipikat hak tanggungan demi menjaga
kepentingan bank serta kepastian hukum dan objek jaminan. Upaya selanjuinya
adalah pada permohonan cksekusi atas objek jaminan hak tanggungan berupa
sebidang tanah hak guna bangunan terdaftar atas nama David Suwandi oleh PT
Bank Permata Cabang Surabaya. Fasilitas pinjaman yang seharusnya terbayar
lunas paling lambat tanggal 22 Desember 2004 ternyata tidak dapat dipenuhi
sebab sejak Juli 2004 debitur tidak melakukan pembayaran sehagaimana
mestinya. Atas wanprestasi yang dilakukan debitur tersebut PT Bank Permata
Cabang Surabaya yang diwakili oleh Sdr. Affandi Teguh S.H,, karyawan PT Bank
Permata Cabang Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT
tersebut  berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2005
No. I6/SK/REC.LT/VII/05 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Pihak pemohon eksekusi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk
memberikan panggilan peneguran (aanmaning) kepada debitur yang selanjuinya
discbut sebagai Termohon Eksekusi agar dalam wakty 8 (delapan) hari setelah
peneguran termaksud Termohon FEksekusi melunasi hutangnya berikut segala
biaya pada Pemohon Eksekusi dan jika tidak dilunasi agar scgera dapat
dilaksanakan sita eksekusi serta penjualan secara lelang atas jaminan sebidang
tanah hak guna bangunan milik Termohon Fksekusi.

Berdasarkan surat permohonan eksekusi diatas, Ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan surat penetapan pengadilan. Dalam  surat penetapan tersebut
Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan eksekusi. Untuk selanjutnya
memerintahkan  Panitera  Pengadilan Negeri  Surabaya memanggil  saudara
Gunawan Suwandi selaku Termohon Eksekusi 1 dan David Suwandi selaku
penjamin yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I1, supaya pada
hari Kamis 11 Agustus 2005 jam 10,00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya guna dibert teguran (aanmaning) dan dalam Jangka waktu 8 (delapan)
hari scjak tanggal teguran diberikan segera memenuhi kewajiban berdasarkan

Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 13 November 2003,
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2.2 Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

.

o

Pasal 1131 berbunyi

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Pasal 1132 berbunyi

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu alasan-alasan
yang sah untuk didahulukan.

. Pasal 1134 ayat (1)

Ayat (1) berbunyi :

Hak 1stimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada
scorang berpiutang schingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang
berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pasal 1234 berbunyi :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuaty, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1313 berbunyi :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan din terhadap satu orang lain atau lebih,

Pasal 1320 berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) dan (2)
Ayat (1) berbunyi :

,l'” !‘x.l

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang

bagi mereka yang membuatnya,
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Ayat (2) berbunyi :

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali sclain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan vang oleh Undang-Undang
dinyatakan cukup untuk itu,

Ayat (3) berbunyi ;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1754 berbunyi

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak vang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadan yang sama pula.

Pasal 1763 berbunvi :

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya
dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
Pasal 1868 berbunyi

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh Undang-Undang, dibuat oleh atan dihadapan pegawai-pegawa umum
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

i

Pasal 1 angka (11) berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagthan vang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.

Pasal 1 angka (23) berbunyi

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas  kredit atau  pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C.

Pasal 3 berbunyi :

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebapai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat.

Pasal 8 ayat (1) dan (2)

Avat (1) berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umum wajib mempunyar keyakinan berdasarkan analisis vang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesual dengan yang diperjanjikan.

Ayat (2) berbunyi :
Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

a.

Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (6)
Ayat (1) berbunyi :

Wajib dibuatkan dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi

persyaratan sebagai berikut

I.  Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada
membebankan hak tanggungan;

2. Tidak memuat kuasa subtitusi;

3. Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan
nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila
debitur bukan pemberi hak tanggungan.

Avat (2) berbunyi

Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali
atau tidak dapat berakhir-oleh sebab apa pun kecuali karena kuasa tersebut
telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3) berbunyi :
Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang
sudah terdaftar wajib ditkuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan
Ayat (6) berbunyi :

Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak diikuti dengan
pembuatan akta pemberian hak tanpgunpan dalam waktu yang ditentukan
sehagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan atau (4), atau waktu yang
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ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)
batal demi hukum,

b. Pasal 13 dan pasal 14 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

4.  Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pemb/1966 tentang
Pedoman Kebijaksanaan di bidang Perkreditan.

6. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang
Penanganan Kredit Melalui Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring,

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
Jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbicara mengenai kredit ada satu fokus utama yang menjadi perhatian
yaitu perjanjian kredit. Definisi akan perjanjian kredit im1 pada dasarmnya tndak
diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah
perjanjian kredit dapat kita temukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan
pada masyarakat dan bank yakni dalam Instruksi Presidium Kabinet
No IS/EKA/10/1966  jo. Surat Edaran Bank  Indonesia unit |1
No.2/539/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan dibidang Perkreditan
Dalam instruksi tersebut termuat bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun,
bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang,
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemben
dan penerima pinjaman mengenai  hubungan-hubungan hukum antara
keduanya, Penanjian i bersift  konsenswil  obligatoir  sedangkan
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penyerahan uangnya sendin bersifat riil, pada saat penyerahan dilakukan
barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit kedua
belah pihak (Mariam Darus Badrulzaman, 1978:28).

Menurut Marhainis Abdul Hay pada hakikatnya perjanjian kredit identik
dengan perjanjian pinjam mengganti seperti halnya yang telah diatur dalam Bab
A1 Buku I KUHPerdata, pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa,

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak vang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula (dalam Mariam Darus Badrulzaman, 1978:25).

Pada hakikatnya jika dua pihak telah sepakat akan seluruh unsur dalam
perjanjian pinjam-mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian pinjam-
mengganti telah terjacdi, dalam hal ini masih hanya disebut kesepakatan untuk
mengadakan  perjanjian  pinjam-mengganti - sedangkan  perjanjian  pinjam-
mengganti sendiri baru bisa dikatakan terjadi ketika vang diserahkan kepada pihak

peminjam,

2.3.2 Pengertian Jaminan

Pada hakikatnya istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda, yaitu zekerheid atau cautie, Zekerheid atau cautie mencakup secara
umum  cara-cara  kreditur  menjanuin  dipenuhinya  tagihan  disamping
pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam Undang-
Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, istilah jaminan disebut sebagai agunan. Pasal 1 angka 23
menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan vang discrahkan nasabah
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, Unsur dari agunan yaitu:
. jaminan tambahan,
2. diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Dalam  hal mendefimisikan  jaminan  ada  beberapa  pendapat  yang

dikemukakan oleh beberapa tokoh, antara lain
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M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang
diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang
dalam masyarakat” (dalam Salim HS, 2004:22).

H. Hadisoprapto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang
diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan” (dalam Salim HS, 2004:22).

Ada 2 persepsi dalam dunia perbankan mengenai jaminan kredit ini, yaitu ;
1. Persepsi pertama lebih memandang bahwa jaminan kredit sebagai keyakinan

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

yang diperjanjikan;

o

Persepsi yang kedua lebih memandang bahwa jaminan kredit sebagai agunan
yang diberikan nasabah debitur,

Perbedaan pandangan diatas menunjukan bahwa jaminan kredit dapat
diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, jaminan kredit hanya
ditwjukan kepada benda agunan vang diberikan nasabah debitur vang lazim
disebut jaminan tambahan berupa harta benda, Dalam arti luas, jaminan kredit
bukan saja persoalan agunan yang diberikan nasabah debitur tetapi jupga meliputi
faktor-faktor lain, sepert bonafiditas dan prospek usaha.

2.3.3 Macam-Macam Jaminan
Menurut sifatnya jaminan dapat digolongkan kedalam:

I Jaminan umum R
Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut
semua harta debitur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang
menyatakan segala kebendaan si berhutang/debitur, baik yang bergerak dan
yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

3%}

Juminan khusus
Jaminan dalam bentuk penunjukan atau “penyerahan” barang tertentu secara

khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada
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kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik
secara kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus timbul karena adanya
perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dengan kreditur. Dalam
KUHPerdata, pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan secara khusus dapat
ditemukan dalam piutang yang diistimewakan (pasal 1139-1149), gadai (pasal
1150-1160), hipotek (pasal 1162-1232), penanggungan utang (pasal 1820-
1850), jaminan fiducia (Undang-Undang No.42 Tahun 1999) dan hak
tanggungan (Undang-Undang No.4 Tahun 1996). Sedangkan jaminan khusus
sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, vaitu:

a. Jaminan matenil (jaminan kebendaan)

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan materiil adalah
jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, vang mempunyai ciri-
ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat
dialihkan (dalam Salim HS, 2004:24).

Pada hakekatnya ilmu hukum tidak membatasi suatu benda untuk
dijadikan jaminan. Hanya saja benda yang dijaminkan tersebut haruslah
merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut
(Jura in re aliena).

b. Jaminan immateriil, (jaminan perorangan)

“Jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang
menmmbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur umumnya” (Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan, 2003:47).

Pada hakekatnys jaminan perorangan tidak memberikan hak
mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta
kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan
yang bersangkutan. Jaminan perorangan juga dapat diartikan adanya orang
tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur

cedera janji
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2.3.4  Pengertian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
maupun peraturan-peraturan terkait lainnya, pengertian mengenai Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak diatur secara khusus, Pasal 15
UU Nomor 4 Tahun 1996 yang substansinya tentang SKMHT pun didalamnya
tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian dari SKMHT itu sendiri. Hal ini
menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang
harus diperhatikan oleh pembuat Undang-Undang. Sehingga demi untuk
menjelaskan pengertian mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) digunakanlah pendapat ahli hukum yang berkompeten di bidangnya.

"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah surat
kuasa yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai pemberi
kuasa kepada penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda
dengan Hak Tanggungan (Mariam Darus Badrulzaman, 2004 76)",

2.3.5 Pengertian Kredit Macet
Kredit macet (non performing loan) adalah kredit yang mengalami
kesulitan pelunasan akibat :;danya faktor-fuktor atau unsur kesengajaan atau
karena kondisi diluar kemampuan debitur (Siamat, 1993:220). Kredit macet inilah
yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan menggangu kondisi
keuangan bank bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank
Dalam Paket Kebijakan Deregulasi bulan Mei 1993 (PakMei 1993), di
Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit
bermasalah. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga :
1. kredit kurang lancar,
2. kredit diragukan;
3. kredit macet.
Pengklasifikasian suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet
bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

|, tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit
diragukan;

2. dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapr setelah jangka waktu 21
bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan
pinjuman atau usaha penyelamatan kredit:
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3. penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan
pada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah
diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Sutojo,
1997:331).

Pada hakekatnya munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya

kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
|. faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur: '

a.

d.

e,
[

keteledoran bank mematuhi peraturan pembenan kredit yang telah
digariskan,

terlalu mudah memberikan kredit, yang discbabkan karepa tidak ada
patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang
diajukan;

konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang
berisiko tinggi,

kurang memadainya jumlah eksekutif dan stall' bagian kredit yang
berpengalaman;

jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank,
lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit
bermasalah termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow)

debitur lama,

2. faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak debitur |

.

adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena
kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tekuni;

kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mercka yang lain,
kesulitan likuiditas kevangan yang serius;

munculnya kejadian dilvar kuasa debitur, misalnya bencana alam (force
majenr).

watak buruk debitur,

Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit

macet sedint mungkin dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala

sebagai berikut :
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1. Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan
keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya;

2. Adanya penyclidikan yang tidak terduga dan lembaga-lembaga
keuangan lainnya nasabah tersebut;

a,
b,

Fw e Ao

keluarmya anggota eksekutif perusahaan:

terjadi perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baru
atau produk baru yang sejenis;

meningkatnya penggunaan fasilitas overdraft;

perusahaan nasabah mengalami kekacauvan;

ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah;

permohonan tambahan kredit;

permohonan perpanjangan/ penjadwalan kembali kredit:

usaha nasabah yang terlalu expansif (Siamat, 1993:220-22 1),

Mencennati beberapa gejala penyebab kredit macet tersebut di atas, maka

suatu bank dapat melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif dalam

menyikapinya. Oleh sebab itu pejabat bank yang bertugas menangani masalah

kredit harus benar-benar cermat, teliti dan memiliki keahlian khusus dalam

menangani suatu kredit demi mencegah terjadinya kredit macet sedini mungkin.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam
Perjanjian Kredit pada PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya

Sesuai fungsinya sebagai infermediary of fund, peranan bank dalam
masyarakat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, dikemukakan bahwasanya bank merupakan suatu badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank harus
memperhatikan secara cermat dan teliti risiko dari kredit yang disalurkan supaya
bank tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mengingat hal ini salah satu
bidang usaha yang mempunyai tingkat usaha (degree of risk) sangat tinggi,

Perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dan debitur dijadikan
dasar pemberian kredit oleh bank. Dalam perjanjian itu antara lain dicantumkan
Jumlanh fasilitas kredit yang diberikan dan kewajiban debitur untuk melunasi
pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga tertentu.

Proses pengajuan permohonan pemberian kredit selalu mengawali
pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya yang
nantinya akan menghasilkan perjanjian kredit antama PT Bank Permata Thbk,
Cabang Surabaya dengan pihak debitur. Proses tersebut terdiri atas beberapa
langkah dan telah diatur tersendiri dalam standar operasional PT Bank Permata
Tbk, Cabang Surabaya, Uraian. mengenai alur proses pengajuan kredit tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Terjadi pembicaraan awal antara dccount Officer dengan calon debitur tentang
segala sesuatu akan persyaratan-persyaratan dan hal-hal umum tentang
fasilitas kredit, jika setelah pembicaraan ini terdapat kesepakatan antara kedua
belah pihak maka calon debitur tersebut dapat segera mengajukan permohanan
kredit di kantor PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya pada setiap jam
kerja, dengan membawa:

a.  fotokopi KTP suami-istri;

— .
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fotokopi kartu keluarga;
fotokopi akta nikah/cerai/perjanjian nikah;
fotokopi WNI, ganti nama/akta lahir suami-istri (untuk WNI non pribumi);

asli slip gaji dan surat keterangan kerja:

R O

fotokopi tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir;

fotokopi NPWP;

fotokopi SIUP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili;
akta pendirian dan perubahan perusahaan;

j- KTP pengurus/ pemegang saham;

=T

k. laporan kevangan

- Pihak yang bertugas melayani pendafiaran atau permohonan kredit adalah
Account Officer yang mana Account Officer ini akan menjelaskan secara jelas
dan terperinci mengenai segala hal yang menyangkut ¥etentuan kredit kepada
calon debitur, dengan maksud agar di kemudian hari tidak terjadi masalah
yang disebabkan ketidaktahuan nasabah perihal kredit yang dinikmatinya,

. Account Officer meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya
permohonan serta lamanya jangka waktu yang dikehendaki:

. Mengisi formulir tanda terima bukti kepemilikan agunan yang dibuat rangkap
dua, asli untuk calon debitur dan tindasannya untuk arsip PT Bank Permata
Tbk, Cabang Surabaya;

Hal sclanjutnya yang dilakukan oleh Account Officer adalah melakukan
analisis dan evaluasi aspek Five C's of Credit.

- Jika permohonan kredit dapat dipertimbangkan menurut analisa Five (' aof
Credit maka permohonan dilanjutkan ke Dircksi dan jika  disetujui,
ditandatanganilah perjanjian kredit tersebut;

. Pemohon kredit (debitur) kemudian diberi spesimen, untuk  kemudian
ditandatanganinya. Hanya tandatangan yang tertera diatas spesimen itu saja
yang berhak menarik atau menerima uang dari bank (hasil wawancara dengan
Bpk. Sungkono S.H., Bagian Litigasi PT Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya. Kamis, 4 Mei 2006),
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Bahwasanya, analisa kredit tidak hanya dilakukan Accownt Officer tetapi
Juga oleh Komite Kredit yang akan merckomendasikan aplikasi permohonan
kredit debitur kepada Direksi untuk disetujui. Rekomendasi Komite Kredit kepada
Direksi disebut Memo Analisa Kredit, yang nantinya akan dilampirkan dalam
surat keterangan putusan atas permohonan kredit.

The Five C’s of Credit Analysis
I, Character (watak)

Hal ini berkaitan dengan kepribadian, moral dan kejujuran pemohon
kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dan
persetujuan kredit yang diadakan. Dalam rangka ini, bank menyelidiki asal-usul,
kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya,
apakah termasuk di dalam daflar Aluck fist perbankan dan sebagainya. Informasi
dan refrensi antar bank juga dibutuhkan.

2. Capacity (kemampuan)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin,
menguasal bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan
sehingga usaha pemohon begalan denpan baik dan memberikan untung
(rendable).

3. Capital (modal)

Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri, Kredit dari bank
berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan
bahwa pemohon adalah pengusaha vang untuk mengembangkan usahanya itu
perlu mendapat bantuan dari pihak bank. Data mengenai modal tersebut dapat
dilihat dari neraca pemohon.

4. Collateral (jaminan)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat schagai jaminan guna
kepastian  pelunasan  dibelakang hari jika penerima kredit tidak melunasi
hutangnya. Faktor jaminan ini adalah security fuctor atas kredit vang diberikan.
Jumlah taxasi jaminan lazimnya harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang
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diberikan. Dalam jumlah pinjaman diperhitungkan juga bunga dan biaya yang
timbul dari kredit itu.

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Yang dimaksud disini adalah situasi ekonomi pada wakiu dan jangka

waktu tertentu dimana kredit itu diberikan bank pada pemohon. Apakah kondisi
ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan vang

diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut. Dalam hubungan ini

peraturan pemerintah serta inflasi juga menjadi pertimbangan.

Pada intinya alur proses pengajuan kredit untuk permohonan fasilitas

kredit berjalan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Sebelum kunjungan

i

Sebelum Kunjungan dilakukan, bank wajib mengumpulkan data-data
mengenai calon debitur melalui trade checking, bank checking, Bank
Indonesia Checking, informasi dari rekan sejawat atau sumber informasi
lainnya;

Bank bilamana perlu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai persinpan
sebelum melakukan Kunjungan untuk melengkapi dan memverifikasi

informasi yang telah dimiliki;

2. Pada saat kunjungan

a.

Bank mengumpulkan informasi semaksimal mungkin yang menyangkut
data pribadi maupun data-data perihal usahanya;

Terhadap debitur atau calon debitur mengajukan permohonan fasilitas
kredit secara tertulis dengan mengisi surat permohonan kredit;

Kunjungan dilakukan oleh pihak bank yang biasanya diwakili oleh bagian
Credit Marketing,

Pada saat kunjungan bank wajib memeriksa kebenaran atas informasi yang
sebelumnya sudah dikumpulkan,

Bank menanyakan secara jelas jumlah kredit yang dibutuhkan, tujuan

penggunaan kredit, jangka waktu fasilitas dan jaminan kredit;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

26

3. Setelah kunjungan

a.

Selanjutnya bank melakukan analisis kredit termasuk didalamnya analisis
keuangan. Bila diperlukan, dapat melakukan kunjungan ulang terhadap
debitur atau calon debitur yang bersangkutan untuk mengumpulkan data
lebih lengkap;

Kemudian akan dilakukan peninjauan dan penilaian agunan:

Setelah data-data lengkap baru dibuatkan proposal untuk diajukan kepada
pejabat yang berwenang (Branch Munager) untuk dimintakan persetujuan.,
Putusan pemberian fasilitas kredit dilakukan oleh Branch Manager, jika
fasilitasnya disetujui maka segera dibuatkan surat persetujuan permohonan
kredit yang ditujukan kepada debitur atau calon debitur:

Apabila fasilitas kredit yang diajukan tersebut tidak mendapat persetujuan
dari Branch Manager maka penolakan harus segera disampaikan kepada
debitur atau calon debitur secara hati-hati;

Untuk fasilitas yang disetuju1, maka bank meminta kepada debitur atau
calon debitur untuk melengkapi dokumentasi yvang diperlukan untuk
pengikatan atau penandatanganan akad kredit dan jaminan;

Setelah seluruh dokumen yang diperlukan telah terpenuhi, maka debitur
atau calon debitur menandatangani surat perjanjian kredit dan perjanjian
jaminan sesuai dengan standar PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya:
Surat perjanjian kredit dan perjanjian jaminan untuk debitur atau calon
debitur yang berbentuk Badan Hukum, antara lain seperti : Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer dan lain-lain, harus ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran
dasar perusahaan tersebut, kecuali diatur lain dalam angearan dasar
perusahaan yang bersangkutan.

Setelah proses tanda tangan akad kredit dan jaminan telah selesai maka
fasilitas kredit dapat dicairkan (hasil wawancara dengan Bpk. Sungkono
S.IL, Bagian Litigasi PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya. Kamis, 4
Mei 2006).
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Uraian alur proses pengajuan kredit diatas merupakan uraian umum
tentang proses pengajuan fasilitas kredit yang dilaksanakan di PT Bank Permata
Tbk, Cabang Surabaya. Setelah rangkaian proses diatas selesai dan fasilitas kredit
telah cair maka pelaksanaan perjanjian kredit sebagaimana yang tertuang dalam
perjanjian kredit dapat sepera dilaksanakan.

Dalam hal pemenuhan kewajiban debitur, pada PT Bank Permata Thbk,
Cabang Surabaya, terkait pelaksanaan perjanjian kredit debitur mempunyai hak
dan kewajiban tersendiri. Bilamana pihak debitur dalam pelaksanaan
kewajibannya melakukan kelalaian maka konsekuensinya adalah -

I. Kewajiban PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya untuk memberikan
pinjaman pada debitur berdasarkan perjanjian akan terhenti seketika (dengan
terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut
kepada debitur 7 (tujuh) hari kerja sebelum diakhinnya fasilitas kredit,
kemudian 14 (empat belas) hari setelahnya debitur harus membayar kembali
secara lunas atas hutangnya pada PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya);

2. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh debitur
berdasarkan perjanjian, menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika
dan secara sekaligus oleh bank;

3. PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya berhak untuk seketika menjalankan
hak-hak dan wewenangnya yang timbul berdasarkan perjanjian jaminan
misalnya wewenang PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya untuk mendebet
rekening debitur guna menutup semua rekening debitur,

Konsekuensi hukum atas kelalaian debitur dalam perjanjian kredit diatas
mempunyai  kekuatan berlaku  sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi
debitur. Sebab berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata setiap perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya
dan sudah merupakan hal yang pasti bahwasanya sebelum menyetujui perjanjian
kredit, debitur telah membaca serta memahami isi klausula perjanjian kredit
beserta konsckuensi hukumnya bila dirinya lalai atau wanprestasi.

Berdasarkan perjanjian kredit, maka setelah fasilitas kredit diberikan,

debitur harus mengembalikan fasilitas pinjaman kredit tersebut beserta bunga
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sesuai jangka waktu yang telah ditentukan Selain itu debitur juga berkewajiban
menanggung biaya pembuatan SKMHT, APHT, sertipikat hak tanggungan dan
warkah-warkah lainnya jika hal itu diperlukan atau diminta oleh pihak bank.

Terkait dengan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) dalam perjanjian kredit, PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya,
sesual isi perjanjian kredit dan ketentuan Undang-Undang ;-ané berlaku yaitu
sehagaimana diatur didalam pasal 15 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan biasa menggunakannya untuk kredit-kredit dengan plafond kecil
dengan kisaran nominal antara 0 — Rp. 100.000.000 juta (seratus juta rupiah).

Dalam perjanjian kredit antara pihak debitur dengan bank terdapat
klausula mengenai kewajiban debitur, yaitu dalam hal Jalai atau belum melakukan
pembuatan warkah-warkah terkait proses pembebanan jaminan/agunan dan/atau
tidak hadir dalam penandatanganan akad perjanjian kredit maka pihak Bank diben
Kuasa untuk melakukan hal-hal tersebut diatas. Disamping itu terdapat klausula
perjanjian yang menyatakan bahwa seusai penandatanganan kesepakatan atas
perjanjian kredit, maka akan diadakan perjanjian jaminan, hal ini dilakukan
sebagai upaya melindungi kepentingan pihak bank jika fasilitas Kredit
bermasalah/macet dan/atau debitur wanprestasi.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai bagian
dan akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suaty akts yang
bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berwenang untuk itu dimana akte dibuatnya. Suatu akta
otentik berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata akan memberikan suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya kepada para pihak.

Sebagai suatu akta otentik, surat kuasa diatur dalam Buku 11T KUH
Perdata, Bab XVI, Bagian 1, dimulai dari Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH
Perdata. Esensi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah
merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan
kepada seorang lain yang mencrimanya untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan. Dengan demikian terdapat suatu hubungan hukum antara pemberi
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kuasa dalam hal ini pemberi hak tanggungan dengan pihak penerima kuasa dalam
hal ini Bank sebagai pemegang hak tanggungan.

Dalam pasal 15 UUHT diatur mengenai ketentuan-ketentuan
menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang disajikan
sebagai berikut ;

I. Wajib dibuatkan dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada
membebankan hak tanggungan;

b. Tidak memuat kuasa subtitusi;

¢. Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan
nama serta identitas kreditumya, nama dan identitas debitur apabila
debitur bukan pemberi hak tanggungan.

2. Kuasa lintuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditanik kembali
atau tidak dapat berakhir oleh sebab apa pun kecuali karena kuasa tersebut
telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah vang
sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;

4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas
tanah yang belum terdaftar wajib ditkuti dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
diberikan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam
hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin
kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

6.  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak diikuti
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang
ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau
waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana vang dimaksud pada
ayat (5) batal demi hukum,

Mengenai bentuk SKMHT dapat berbentuk akta Notaris atau PPAT (pasal
15 ayat (1) UUHT). Tetapt dalam PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah juga menyatakan bahwa Camat sebagai pejabat
umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum tertentu fentang tanah termasuk dalam membuat SKMHT.
Terkait dengan isi SKMHT pada umumnya, banyak hal penting dimuat

didalamnya, yaitu ;
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Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lam darpada
membebankan Hak Tanggungan;

Tidak memuat kuasa substitusi;

Yang dimaksud dengan pengertian substitusi menurut UUHT adalah
penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Bukan merupakan sustitusi,
jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak laii: dalam rangka
penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya Direksi Bank menugaskan
pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada kepala cabang atau pihak lain
(Penjelasan ayat (1) b).

Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan
nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor
bukan Pemberi Hak Tanggungan;

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditanik kembali
atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga;

SKMHT untuk hak atas tanah yang sudah terdafiar wajib ditkuti dengan
pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;
SKMHT untuk hak atas tanah yang belum terdafiar (pasal 10 UUHT);

Batas waktu penggunaan SKMHT mengena: hak atas tanah yang belum
terdaftar ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah terdafiar,
mengingat pembuatan APHT pada hak atas tanah yang belum terdafiar harus
dilakukan bersamaan dengan permochonan pendaftaran hak atas tanah vang
bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (3), yang terlebih
dahulu dilengkapi persyaratannya.

SKMHT untuk kredit tertentu;

Dalam rangka pelasanaan pembangunan dan mengingat kepentingan
golongan ckonomi lemah, untuk pembenankredit tertentu yang ditetapkan
Pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah, dan
kredit lain yang sejems, ditentukan batas waktu berlakunya. Penentuan batas
waktu berlakunya untuk jenis kredit tertentu dilakukan oleh Menteri
berwenang di bidang penanahan setelah mengadakan koordinasi dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

konsultasi dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat
lain yvang terkait.
SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT pada waktu vang
ditentukan batal demi hukum;
SKMHT yang tidak ditkuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang
ditentukan batal demi hukum (pasal 15 UUHT), Tujuan pembatasan waktu
ini adalah untuk mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan itu, namun
demikian jika jangka waktu sudah lewat UUHT memberikan kesempatan
untuk dapat dibuat SKMHT baru.
Berakhimya SKMHT.
UUHT menentukan ada 2 (dua) cara berakhirya SKMHT, vaitu :
1. Setelah SKMHT itu dilaksanakan atau;
2. Jangka waktunya telah berakhir.
Tidak ada penjelasan bagaimana jika pemberi SKMHT atau penerima
SKMHT wafat sebelum jangka waktu SKMHT berakhir. Salah satu alternatif
yang dapat ditempuh untuk mengatasinya adalah menyerahkan kepada
kesepakatan pemberi dan penerima SKMHT, Ketentuan UUHT ini berbeda
dari berakhimya perjanjian kuasa yang diatur di dalam pasal 1813 KUH
Perdata. Menurut KUH Perdata, perjanjian kuasa berakhir dalam hal :
1. Ditariknya kuasa oleh pemberi kuasa;
2. Dengan meninggalnya, diletakkan di bawah pengampuan atau pailitnya
si pemberi maupun si penerima kuasa;
3. Dengan kawinnya perempuan yang memberi atau yang menerima
kuasa.
Ada 5 (lima) prinsip yang harus diperhatikan dalam sebuah Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu ;

1.
2.
3

Tanggal ditanda tanganinya surat kuasa;

Para pihak, yaitu Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa:

Objek kuasa, yaitu berupa hak atas tanah, yang akan dibebankan hak
tanggungan. Disamping itu, dicantumkan juga luas tanahnya. Objek kuasa ini
meliputi kuasa untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-
keterangan serta memperhihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta,
membuat/meminta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak
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Tanggungan (APHT) serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisils,
memberi pernyataan bahwa objek hak tanggungan betul milik Pemben Kuasa,
tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan beban-beban apapun,
mendaftarkan hak tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-
syarat dan aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam
Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) tersebut;

4, Memuat janji-janji, baik dari Pemberi Kuasa kepada Penenma Kuasa, atau
janji dari Penerima Kuasa kepada pemegang hak tanggungan;-

5. Saksi-saksi;

6. Tanda tangan para pihak (Salim H.S., 2004:156),

Surat Kuasa Membebankan ak Tanggungan (SKMHT) berbentuk akta
otentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT, hanya berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal
diberikan. Untuk tanah yang belum terdaftar, P1' Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya tidak dapat menerimanya sebagai objek jaminan karena dinilai rawan
akan berbagai permasalahan, salah satunya adalah lamanya jangka waktu
pensertipikatan serta status hukum tanah yang bersangkutan. Untuk kredit
tertentu, misalnya kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit
sejenis lainnya, SKMHT berlaku sampai saat berakhirnya masa perjanjian pokok
vang bersangkutan,

Sebagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya, pelaksanaan
perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang menggunakan SKMHT juga harus
mengacu pada perjanjian kredit yang telah disepakati antara pihak PT Bank
Permata Tk, Cabang Surabaya dengan debitur, SKMHT bisa saja dibuat secara
lisan atau bawah tangan sepanjang ada kesepakatan dan perjanjian yang dibuat
mengikat bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana
tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata dan sudah tentu syarat sahnya perjanjian
harus dipenuhi sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Namun mengingat perjanjian
lisan atau bawah tangan ini rawan terhadap banyak permasalahan, maka PT Bank
Permala Tbk, Cabang Surabaya dalam hal ini menggunakan SKMHT yang dibuat
dengan akte Notaris/ PPAT.

Menilik Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah/penguasa menghendaki agar pembuatan

SKMHT haruslah tertulis dan otentik. Berkaca pada pengalaman masa lalu
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dimana proses pemberian kredit tanpa disertai pemasangan nyala atau cukup
dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik lebih banyak dilakukan dalam praktek,
maka dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun [996 pasal
15 ayat (3) dan (4) sebagai tindakan antisipasi SKMHT diberikan jangka waktu
dengan tujuan agar pemasangan nyata terealisir (SKMHT ditingkatkan menjadi
APHT), '

3.2 Faktor Penyebab Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan dan Akibat Hukumnya

Dalam perjanjian kredit, khususnya kredit dengan plafond kecil, PT Bank
Permata Tbk, Cabang Surabaya tidak langsung membebankan hak tanggungan
pada objek jaminan, tetapi hanya meminta Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) dari debitur.

Dalam prakteknya, penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu alasan subjektif
dan objektif Baik alasan subjektif maupun alasan objektif dalam praktek
perbankan, dapat menggunakan salah satu atw keduanya, tergantung dari
kebijakan dan ketentuan dari internal bank itu sendin. Yang termasuk alasan
subjektif adalah :

I. Pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendini di hadapan notaris PPAT
untuk membuat akta hak tanggungan,
Bilamana debitur tidak dapat hadir dalam pembuatan akta hak tanggungan
maka ia dapat menguasakan. pembebanan objek hak tanggungan kepada pihak
kreditur (bank) selaku penerima kuasa/penerima hak tanggungan.

2, Prosedur pembebanan hak tanggungan panjang dan lama;
Prosedur ini sendiri dapat memakan waktu berbulan-bulan, sedangkan PT
Bank Permata Thk, dalam perjanjian kredit membutuhkan kepastian hukum
atas kredit berupa jaminan/agunan milik debitur. Untuk itu melalu pembuatan
SKMHT, PT Bank Permata Tbk, berpandangan bahwasanya hal i
setidaknya telah memberi alas hukum yang kuat untuk pembuatan
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akta/warkah lainnya dalam hal perlindungan kredit bila debitur wanprestasi
atau terjadi kredit macet.

Biaya pembebanan hak tanggungan sangat mahal sehingga membebani
debitur, ditambah lagi biaya-biaya pembuatan akta perjanjian kredit, APHT
dan biaya provisi dibebankan pada debitur, schingga untuk kredit dengan nilai
kecil debitor meminta bank tdak segera memasang hak tanggungan
melainkan hanya mengikat dengan SKMHT. Untuk pembuatan Sertiptkat Hak
Tanggungan menurut Bapak Sungkono, SH., staf litigasi pada PT Bank
Permata Tbk, biaya yang harus dikeluarkan debitur adalah berkisar satu
persen dari jumlah nilai nominal objek jaminan yang terdapat APHT.

Kredit yang diberikan berjangka pendek;

Jangka waktu yang untuk perjanjian kredit kredit yang menggunakan SKMHT
biasanya berkisar antara 0 — 1 (satu) tahun. Tidak menutup kemungkinan
untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari | (satu) tahun menggunakan
SKMHT, sebab SKMHT pada dasarmya merupakan sebuah janj yang
diberikan dalam bentuk surat kuasa membebankan hak tanggungan dan
debitur kepada pihak bank selaku kreditur. Hal itu semua bergantung dari
kebijakan dan ketentuan masing-masing bank.

Kredit yang diberikan tidak besar/kecil plafondnya,

Besar jumlah kredit yang diberikan kepada debitur biasanya berkisar antara 0
— Rp. 100.000.000 juta. Meskipun begitu penggunaan SKMHT atas kredit
dengan jumlah nominal diatas Rp. 100.000.000 juta tetap dimungkinkan, hal
ini dikarenakan adanya kebijakan internal yang diberikan oleh PT Bank
Permata Tbk, Cabang Surabaya.

Debitur sangat dipercaya/bonafid.

Debitur dalam hal ini tidak mempunyai catatan buruk dalam penggunaan
fasilitas kredit pada PT Bank Permata Tbk, maupun pada bank lannya.
Catatan atas frack record debitur dapat diketahui melalui B/ Checking pada

saat sebelum perjanjian kredit dircalisasikan
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Yang termasuk alasan objektif adalah :

l.  Sertipikat hak atas tanah belum diterbitkan, sementara pendaftaran atau
pensertipikatan tanah masih dalam proses yang biasanya memakan waktu
lama (sekitar 9 bulan), maka bank mengikat debitur dengan SKMHT dan
pembebanan hak tanggungan dilakukan jika sertipikat hak atas tanahnya telah
terbit; ;

2. Balik nama atas tanah pemberi hak tanggungan belum dilakukan;

Hal ini terkait dengan adanya ketentuan, bahwasanya kewenangan untuk
melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan
hanya dapat dilakukan oleh pemberi hak tanggungan itu sendin dan
kewengan itu harus ada pada saat pendafiaran hak tanggungan dilakukan
(pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan)

3. Pemecahan/penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi

hak tanggungan;
Proses pemecahan/penggabungan ini biasanya memakan waktu lama sebab
petok/gink dan/atau sertiptkat tanah masih atas nama dan pemulik asli,
sehingga untuk pemecahan/penggabungannya harus didaflarkan dahulu pada
Kantor Pertanahan untuk mendapatkan pengesahan.

4. Rova/pencoretan belum dilakukan
Sesuai pasal 22 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pengertian
roya adalah pencoretan hak tanggungan pada buku hak atas tanah dan
sertipikatnya. Apabila suatu hak tanggungan lelah hapus maka Kantor
Pertanahan akan melakukan roya (pencoretan) catatan hak tanggungan pada
buku hak atas tanah dan sertipikatnya.

PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya dalam menggunakan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), merujuk pada hasil
wawancara dengan Bapak Sungkono, SH, stafl pada bagian litigasi, lebih
cenderung menggunakan atau berpijak pada alasan subjekuf. Hal ini dikarenakan
PT Bank Permata Tbk, sendin sebagai scbuah institusi yang beronientas: pada
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profit dan membutuhkan kepastian serta perlindungan hukum dalam hal

pengembalian kredit yang diberikan kepada debitur,

Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila diperlukan, yaitu dalam hal pemberi
Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan penggunaan
SKMHT. Surat kuasa fersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak
Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya Tidak
dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa itu batal demi hukum yang
tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT.

Terkait dengan akibat hukum penggunaan SKMHT dalam perjanjian
kredit pada PT Bank Permata Thk, Cabang Surabaya adalah -

1. Akibat hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
adalah. merupakan akta otentik yang mengikat pemberi kuasa (debitur) dan
penerima kuasa (PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya) dalam suatu
hubungan hukum;

2. Merupakan dasar pembuatan akta lain (misalnya APHT) hingga

diterbitkannya sertifikat hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan yang
mempunyai kekuatan eksekutorial;
Hal 1m didasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun
1996. Dalam pasal 15 ayat (3) disebutkan, bahwasanya untuk tanah terdafiar,
| (satu) bulan seteluh pembuatan SKMHT maka wajitb dikuti dengan
pembuatan APHT. Sedangkan untuk tanah tidak terdaftar, 3 (tiga) bulan
setelah pembuatan SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT. Setelah
pembuatan APHT selesai, maka dilakukan pendaflaran ke Kantor Pertanahan
setempat (pasal 13 UUHT Nod Tahun 1996). Pendaftaran ini dilakukan
untuk mendapatkan title eksekutorial dengan menyertakan SKMHT, APHT
dan warkah lainnya (pasal 114 PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

3. Bila pembuatan SKMHT atas objek jaminan berupa tidak ditkuti dengan
pembuatan APHT' maka akan mengakibatkan SKMHT tersebut menjadh tidak
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sah dan batal demi hukum. Akibat selanjutnya dari tidak sah dan batal demi
hukum SKMHT tersebut adalah bank tidak mempunyai hak preferen (hak
mendalului) atas pemenuban hutang bila debitur wanprestasi atau terjadi
kredit macet, sehingga kedudukan kreditur (PT Bank Permata Tbk, Cabang
Surabaya) sama dengan kreditur konkuren lainnya.

3.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Jika Terjadi Kredit Macet

Ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan tegas

dinyatakan bahwa dalam prosedur pengajuan dan persetujuan pemberian kredit

setiap bank harus berpedoman atau menggunakan prinsip  kehati-hatian

(prudential banking) Ketentuan ini pun berlaku pada setiap bank tidak terkecuali

PT Bank Permata Thk, Cabang Surabayn yang dalam menerapkan asas kehati-

hatian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

ka

Dalam proses pengajuan kredit, bank hendaknya memperhatikan dengan
seksama tujuan penggunaan kredit tersebut Bank harus menghindari
pemberian kredit kepada debitur yang bersifat spekulatif,

Sesual dengan kebijakan kredit yang berlaku di bank, semua fasilitas yang
diberikan kepada debitur harus disetujui oleh pejabat yang berwenang,
Seluruh persetujuan dan evaluasi kredit harus didasarkan pada penjabaran dan
analisis mendalam dengan memperhatikan prinsip pokok kehati-hatian dalam
pemberian kredit antara lain yaitu watak (character), kemampuan (capacuy),
modal (capital), agunan (collateral), dan prospek atau kondisi ekonomi
(condition of economy);

Proses pemberian kredit juga harus sesuai dengan tata cara pemberian kredil
vang schat, pokok-pokok mengenai pengaturan pemberian kredit kepada pihak
yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang
mengandung risiko vang tinggi serta kredit yang perlu dihindari. Adapun
kredit yang perlu dihindari yaitu:

o -
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a. kredit untuk tujuan spekulasi;
kredit yang digunakan menyimpang dari tujuan peruntukannya semula,
contohnya seorang debitur mengajukan kredit untuk usaha peternakan
namun ia menggunakan kredit tersebut untuk usaha perkebunan.

b. kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan
catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dabat disesuatkan
seperlunya oleh bank;

c. kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank:
bank hendaknya tidak memberikan layanan kredit diluar produk kredit
yang dimilikinya,

d. kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain.
hendaknya bank melakukan rrade checking, BI Checking serta informasi
dan referensi dari bank lain terlebih dahulu untuk memastikan status
debitur, apakah termasuk dalam dafiar hitam atau tidak demi menghindari
kredit macet.

Dalam pemberian kredit harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit

harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa

hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan telah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Seluruh fasilitas kredit yang dimiliki oleh suatu grup debitur seperti yang

dimiliki oleh induk perusahaan, cabang, anak perusahaan, kepemilikan atan

manajemen yang sama, penjamin (termasuk apabila terdapat fasilitas lebih
dari satu cabang) harus digabungkan menjadi satu kesatuan untuk diketahui
total exposurenya dan dipastikan wewenang kredit yang diperlukan (hasil
wawancara dengan Bpk. Sungkono S.H., Bagian Litigasi PT Bank Permata

Tbk, Cabang Surabaya. Kamis, 4 Mei 2006).

Dalam praktek perbankan, berbagai hal diatas yang scharusnya mendapat

perhatian serius sering kali diabaikan. Akibatnya, dalam proses pengembalian

kredit sering kali terjadi berbagai permasalahan. Utamanya dalam hal ini kredit

bermasalah dan/atau kredit macet,
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Keberadaan kredit bermasalah saat i telah mencapai titk kronis yang
dapat mengganggu dan mengancam sistem perbankan. Namun layaknya suatu
penyakit separah apapun iftu jika masih ada kemungkinan untuk diselamatkan
maka haruslah dilakukan upaya penyelamatan. Menyadari akan hal tersebut,
setiap bank tidak terkecuali PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya senantiasa
tetap mengelola kredit bermasalah tersebut dengan penuh hati-hati mungkin dan
sedapat mungkin meminimalkan risikonya sehingga tetap dapat memberikan
keuntungan bagi bank.

Pengelolaan kredit bermasalah atau yang berpotensi menjadi bermasalah
memerlukan pengendalian dan pengawasan yang lebih dalam. penilaian yang
objektif dan keahlian dalam pemecahannya, selain itu pejabat bank vang
menangani penyelesaian kredit bermasalah perlu ditunjang dengan pengetahuan
hukum yang memadai, pengetahuan dalam melikuidasi asset dan bernegosiasi
dengan pihak-pihak terkait. Semuanya itu dibutuhkan untuk dapat menanggulangi
timbulnya kredit bermasalah sedini mungkin. Dalam rangka memenuhi kebutuhan
tersebut, maka PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya membentuk satuan kerja
khusus yang menangani kredit bermasalah, Satuan kerja tersebut dibentuk untuk
mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah yang lebih tecfokus dan terarah
serta penanganan yang optimal atas seluruh asset yang diambil alih. Sasaran dari
satuan kerja penanganan kredit bermasalah adalah :

1. meningkatkan kualitas kredit;

2. menurunkan kredit bermasalah (non performing loany,

3. mengupayakan penjualan atas asset-asset yang diambil alih dalam rangka
penyelesaian kredit bermasalah.

Pada dasarnya terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan sebagai
langkah awal dalam menangani kredit bermasalah, ketiga faktor tersebut adalah :
1. Jumlah kredit bermasalah:

Semakin besar jumlah suatu kredit bermasalah, semakin besar pula potensi

kerugiannya.
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2. Kuahtas debitur dan kecukupan agunan;
Kualitas debitur tercermin pada iktikad baik dan kesanggupannya untuk
membayar. Di samping itu perlu juga didukung oleh agunan vang cukup
tercermm dan Security Coverage Ratio (SCR).

3. Strategi penanganan kredit bermasalah,
Strateg im terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu stay strategy dan phase out strategy
yang penjelasannya akan diuratkan lebih lanjut di bawah ini,

Secara umum strategi yang dijalankan sebagail upaya penanganan kredit
bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu
1. Stay Strategy

Pada hakekatnya yang dimaksud sebagai stay stfrategy disini adalah
strategl dimana PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya masih ingin
mempertahankan hubungan bisnis dengan debitur dalam konteks jangka panjang.
Umumnya stay strategy ini diterapkan untuk debitar dengan kondisi sebagai
berikut
a. kesulitan likuiditas yang dihadapai oleh debitur bersifat sementara;

b. industri yang dimasuki debitur masih memiliki prospek yang baik dan masih
menarik bagi PT, Bank Permata Thk Cabang Surabaya;

c. pemilik dan pengurus perusahaan debitur masih beritikad baik atau dapat
dipercaya, kooperatif dan handal dalam mengelola usaha;

d. masih ada cash inflow, walaupun tidak sebaik pada masa normal:

e, memiliki agunan yang memadai, marketable dan dengan status penjamin yang
Jelas,

Di dalam stay strategy ini terdapat beberapa langkah penyelamatan kredit
bermasalah sebelum benar-benar menjadi kredit macet. Langkah-langkah tersebut
adalah :

a. Rescheduling (Penjadwalan ulang);
Merupakan perubahan syarat kredit vang hanya menyangkut jadwal
pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period)
dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tenm tidak kepada semua debitur

dapat dibenkan kebijakan ini oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya
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melainkan hanya kepada debitur vang menunjukkan ittkad dan karakter yang
jujur serta memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi tambahan dana.
b. Reconditioning (Persyaratan Ulang),
Strategi yang menyangkut perubahan ferm and conditions facility, yakni
merupakan perubahan sebagian atan seluruh syarat-syarat kredit yang tidak
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka wakiu, tingkat suku
bunga, penundaan pembayaran sebagian atan seluruh bunga dan persyaratan
lainnya, Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana
atau injeksi dan konvensi sebagian atau seluruh kredit memjadi “equiny”
perusahaan. Debitur vang bersifat jujur, terbuka dan “Cooperative” yang
usahanya sedang mengalami kesulitan kenangan dan diperkirakan masih dapat
beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat diperimbangkan untuk
dilakukan persyaratan ulang,
¢. Restructuring (Penataan Ulang);
Strategi vang menyangkut perubaban struktur fasihtas, pada hakikatnya
restructuring menyangkut :
|. penambahan dana bank;
2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
baru;
3. konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan bank atau
mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
d.  Novasi:
Novasi ini terjadi karena pembaharuan perjanjian kredit, penggantian debitur
lama ke debitur baru dan penggantian kreditur lama ke kreditur baru.
e. Keringanan lainnya.
Langkah-langkah penyelamatan dalam batas-batas tertentu dapat dilakukan
terhadap debitur bermasalah yang memenuhi asumsi-asumsi di atas, sehingga
usahanya dapat pulth kembali dan kualitas kreditnya dapat kembali berstatus
lancar.
Langkah-langkah dalam stay strategy  khususnya rescheduling,

reconditioning dan restructuring pada dasamya telah diatur dalam Surat Edaran
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Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP, langkah penanganan dapat melalui
satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah langkah
penyelamatan di atas ditempuh dan ternyata tidak ada kemajuan maka PT. Bank
Permata Thk Cabang Surabaya selanjutnya mengambil langka penyelesaian secara

yudisial dan cara ini tergolong dalam Hard Approach of Phase Out Strategy.

2. Phase Out Strategy

Phase Owt Strategy adalah strategi dimana pada prinsipnya Bank tidak
mgm melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan debitur vang bersangkutan dalam
konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat
mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi debitur.

Strategi yang umumnya dijalankan secara garis besar dapat
dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan yaitu
l. Soft Approach

Pendekatan ini umumnya dilakukan dan identik dengan upaya
penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah vang diambil
dalam  soft  approach adalah langkah-langkah berupa FesIrucIuring,
reconditioning, rescheduling dan novasi yang diterapkan dengan kondisi vang
relatif sama dengan stay strategy.
2. Hard Approach

Apabila cara soft approach tidak dapat menyelesaikan kredit bermasalah
vang terjadi, maka selanjutnya akan ditempuh cara hard approach yang
melibatkan jalur hukum (pengadilan) yaitu berupa :
a. eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan,
b. eksekusi agunan yang diikat secara fiducia yang didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fiducia (KPF);
¢. melakukan gugatan terhadap asset-asset lainnya milik debitur; baik yang
berlokasi di dalam maupun di lnar negeri;

d. pelaporan pidana terhadap debitur;
¢. permohonan kepailitan, apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan

salah satu kreditnya jatuh tempo;
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f. permohonan Paksa Badan (gijzeling).

Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila

I. debitur tidak dapat dihubungi,

2. dehitur melankan diri;

3. debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban bunga
maupun pokok kredit sementara sesungguhnya debitur memiliki kemampuan
untuk i ‘

4. debitur tidak bersedia menyerahkan agunannya;

5. upaya hukum terhadap foreclosed assef (asset yang telah diambil alih), namun
masih bermasalah (sumber wawancara dengan Bpk. Sungkono, S.H., Bagian
Litigasi PT Bank Pernata Tbk, Cabang Surabaya Rabu tanggal 5 Mex 2006).

Dalam hal kredit yang macet tersebut menggunakan jaminan hak
tamggungan maka penyelesaian akan dilakukan dengan cara

a. Eksekusi Hak Tanggungan dengan Titel Eksekutorial

Pasal 14 ayat (2) jo. pasal 20 ayat (1b) Undang-Undang No.4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa dalam sertifikat hak
tanggungan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Fsa”, Sertipikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang penuh. [rah-irah tersebutlah yang memberikan titel
eksekutorial, yaitu titel yang mensejajarkan kekuatan sertipikat tersebut
dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, sertipikat tersebut tinggal
dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan). Fiat eksckusi adalah
eksekusi atas sebuah sertipikat seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan pasti, yaitu dengan cara meminta fiat dari Ketua Pengadilan
Negeri, memohon penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan
eksekusi,

Urutan dari tindakan yang dilakokan oleh PT. Bank Permata Tbk
Cabang Surabaya dalam melakukan permohonan eksckusi sertipikat hak

tanggungan melalui fiat eksekusi adalah sebagai berkut:
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. PT. Bank Permata Thk Cabang Surabaya mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negen yang berwenang, didalam permohonan tersebut pihak
bank memohon agar Ketua Pengadilan Negen berkenan memerintahkan
Panitera Pengadilan Negeri untuk memberikan panggilan peneguran
(aanmaning) kepada debitur/termohon eksekusi. Selam itu pihak PT. Bank
Permata Tbk Cabang Surabaya juga memohon suatu penetapan agar
sesegern mungkin dapat dilakukan sita cksekusi serta penjualan sccara
lelang atas jaminan yang dikaitkan dalam kredit;

. Dalam waktu beberapa hari setelah digjukan permohonan maka ketun
pengadilan akan mengeluarkan surat ketctapan yang menyatakan
permohonan tersebut dikabulkan atau tidak, pka dikabulkan maka Ketua
Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera untuk segera memanggil pihak
termohon eksekusi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk
kemudian menghadap Ketun Pengadilan Negeri guna dibeni teguran (aan
maning),

. Dalam waktu 8 hart tersebut setelah mendapat aanmaning pihak termohon
eksekusi harus melaksanakan pembayaran lunas pinjaman beserta bunga,
ongkos-ongkos dan sebagainya, dan apabila tidak dilaksanakan maka
diadakan cksckusi atas janunan kreditnya,

. Apabila dalam 8 han tersebut termohon atau debitur tetap membandel
miaka pemohon atau dalam hal m PT. Bank Permata Thk Cabang
Surabaya melanjutkan usahanya untuk mendapatkan penetapan eksekusi;

. Setelah menerima sita eksekusi, maka jurn sitn Pengadilan Negen
mengadakan sita eksekusi atas jaminan tersebut;

- PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya selaku pemohon menerima berita
acara eksekusi dan suatu sita Pengadilan Negeri;

Kemudian PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya mengajukan
permohonan  untuk  melelang  barang-barang  jaminan tersebut  dan
menerima penetapan lelang,

. Berdosarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negeri menghubungt

kantor lelang negara untuk melaksanakan lelang, Setelah ditetapkan
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harmya kemudian diadakan “pengumuman lelang” dalam surat kabar
paling sedikil 2 kali dengan jangka waktu 2 mingeu yang biasanya diurus
panitera Pengadilan Negeri (sumber wawancara dengan Bpk. Sungkono,
S.H., Bagian Litigasi PT Bank Permata Tbk, Cabang Surabaya Rabu
tanggal 5 Mei 2006).
b. Fksekusi Hak Tanggungan Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan
Umum .

Hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 6 jo. pasal 11 ayat (2) e jo. pasal 14 ayat (2) Undang-Undang
No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hakim memberikan kewenangan
kepada penerima hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri.

Untuk eksekusi lewat pelelangan umum, dalam prakteknya eksekusi
tidak bisa begitu saja dilakukan hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam
pasal 1211 KUH Perdata yaitu agar lelang dapat dilaksanakan perlu adanya
surat penetapan Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi. Ketentuan ini juga
didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No.3210kPdr.1984 yang
melarang kantor lelang untuk melakukan eksekusi, tanpa adanya penetapan
pengadilan,

Eksekusi hak tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan
mengeksekusi oleh penerima hak tanggungan dalam hal ini PT. Bank Permata
Tbk Cabang Surabaya melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang),
Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi utang piutangnya. Parate
eksekusi melalui pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan
pengadilan sama sekali. Dalam hal eksekusi hak tanggungan secara parate
eksckusi melalui pelelangan umum ini PT. Bank Permata Thk Cabang
Surabaya mengajukan permohonan ke Balai Lelang untuk melelang barang
Jamingn.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sungkono, SH Bagian

Litigasi PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya tanggal 4 Mei 2006
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dyelaskan bahwa cksekusi hak tanggungan secara parate eksekusi melalui
pelelangan umum memiliki kelebihan yaitu proses penyelesaian lebih cepat
karena tidak ada aanmaning, selain itu dengan cara ini biaya yang dikeluarkan
relatif ringan, Cara ini biasanya digunakan apabila debitur masih beritikad
batk dalam artian bahwa ketidakmampuannya di dalam mengembalikan
fasilitas kredit yang diterimanya bukan semata-mata karena adanya itkad
buruk yang di sengaja pihak debitur.
¢. Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Secara Penjualan dibawah Tangan
Jaminan hak atas tanah (hak tanggungan) dapat juga dieksekusi secara
parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual
benda objek hak tanggungan terscbut secara di bawah tangan, asalkan
terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Atas kesepakatan pemberi dan penerima Hak
Tanggungan (pasal 20 ayat (2)), penjualan dibawah tangan dapat dilakukan
dengan syarat-syarat sebagai berikut -

I Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima

hak tanggungan;
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga

tertinggi yang menguntungkan para pihak:

3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima hak
tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar
di daerah yang bersangkutan;

3. Pelaksanaan penjualan dilakukan sctelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sejak diberitahukan secara tertulis (Munir Fuady, 2003:64).

Pada dasarnya PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya lebih senang
memilih cara eksekusi hak tanggungan dengan titel cksekutorial dalam
menyelesaikan kredit bermasalah dengan alasan
1. Dalam sertipikat hak tangpungan telah ada irah-irah yang memungkinkan

dilakukan cara eksekusi hak tanggungan dengan titel eksekutorial:

2, Tidak memerlukan persetujuan debitur terlebih dahulu. Jika debitur benar-
benar membandel maka PT. Bank Permata Thk Cabang Surpbaya dapat
melakukan eksekusi hak tanggungan dengan titel eksekutorial. 1al ini tentu
berbeda dengan jalan eksckusi lewat pelelangan umum yang membutuhkan

persetujuan dan kerelaan hati debitur agar barang jaminan bisa dilelang.
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3. Bahwasanya PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya lebih senang memilih
cara eksekusi hak tanggungan dengan titel eksekutonal sebab tindakan ini
didasarkan atas suatu kekuatan dan dasar hukum vaog kuat. Hal 1m
dikarenakan faktor irah-irah yang terdapat dalam sertipikat hak (anggungan
dan adanya penetapan pengadilan atas eksekusi yang dimohonkan tersebut
(Hasil wawancara dengan Bpk, Sungkono, S.H. Bagian Litigasi PT. Bank
Permata Tbk Cabang Surabaya, Kamis tanggal 4 Mei 2006). .

Uraian penjelasan tentang beberapa cara eksekusi diatas jika debitur
melakukan wanprestasi, menggambarkan bahwa hak tanggungan apabila dilihat
sifat, cini dan asas-asas yang terkandung dalam Hak Tanggungan yang termyata
lehih banyak mengadopsir unsur-unsur hukum Barat ketimbang hukum Adat,
maka keberadaan Hak Tanggungan diharapkan dapat mengantisipasi maraknya
perjanjian bisnis dan investasi yang melibatkan pthak asing. Dar segi matenil,
penggunaan nama hak Tanggungan memang terlihat kurang menunjukkan prestise
go internasional dibanding dengan nama lembaga jaminan atas tanah lannya
yang sudah dikenal dunia, seperti hipotik dan mortgage. Namun terdapat beberapa
asas universal yang terkandung dafam Hak Tanggmfgm' sebagai hak kebendaan,
sehingga UUHT diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi global (M.
Khoidin, 2005:106),
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanasn perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT Bank
Permata 'Tbk Cabang Surabaya terkait pemberian hak tanggungan. debitur
memberkan kuasa membebankan hak tanggungan (SKMIT) yvang dilakukan
atas pembenan fasilitas kredit jangka pendek dengan plafond yang jumlahnya
kecil, objek jaminan berupa tanah terdaftar dan akta tersebut dibuat secara
notanil oleh Notans/PPAT berdasar ketentuan pasal 15 ayal (1), Pembenan
kredit tersebut dilakukan dengan analisa mendalam berdasarkan prinsip
kehati-hatian bank (prudential banking) yang termanifestasikan dalam prinsip
5C yaitu eharacter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

2. Faktor penyebab penggunaan Surat Kuyasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) dikarenakan dua alasan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Tetapi
dalam prakteknya PI' Bank Permata Tbk Cabang Surabaya lebih mendasarkan
penggunaan SKMHT pada factor alasan subjektif. Akibat hukum penggunaan
SKMHT adalah mengikat pemberi kuasa (debitur) dan penerima kuasa (PT
Bank Permata Tbk Cabang Surabaya), sebagai dasar pembuatan akta lain
(APHT) hingga diterbitkannya sertifikat hak tanggungan oleh Kantor
Pertanahan dan ila pembuatan SKMHT tidak ditkuti pembuatan APHT
sesuai jangka waktu yang ditentukan Undang-undang maka SKMHT tersebut
batal demm hukum dan menyebabkan hilangnya hak sebagai kreditur
preference, sehingga kedudukan kreditur menjadi sama dengan kreditur-
kreditur konkuren lainnya,

3. Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Permata
Tbk Cabang Surabaya dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu, stay strategy dan
phase out strategi. Dalam hal kredit yang macet tersebut menggunakan
jaminan secara fiducia maka penyelesaian akan dilakukan dengan cara
Eksekusi Fiducia Dengan Titel Eksekutorial, Eksekusi Tak Tanggungan
Lewat Pelelangan Umum dan Eksekusi Hak Tanggungan Penjualan dengan

dibawah Tangan.
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4.2 Saran

l.

Hendaknya bank dalam menganalisa permohonan kredit secara cermat dan
mendalam serta berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) demi
mencegah terjadinya kredit macet yang akhirnya dapat merugikan pihak bank
sendiri.

Hendaknya setiap perjanjian sebelum dibuatkan suatu akta otentik berupa akta
Notaris/PPAT, para pihak memahami substansi dari akta, perjanjian pokok
dan perjanjian ikutannya sehingga setelah pembuatan akta notariil diharapkan
tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan atau terjadi suatu sengketa diantara
para pihak,

Hendaknva pemerintah memberikan kemudahan dalam pembuatan sertipikat
hak tanggungan, mengingat panjangnya proses pembuatan sertipikat hak
tanggungan dan mahalnya biaya pembuatan sertipikat hak tanggungan yang

harus ditanggung debitur.
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Sertipikal dun bukti pewilikan yuang disehbutkan i wtag diperlihatkan kepada
sitya, PPAT, untnk Keperluwn pembuatan Surat Kusisa Membebankan Hak

Tanggungin ini;
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memperhibitkan dan menverabkan siritesne vang diminta, membuat/minta
dibunthan seri nenandatanean Akt Pemberinn 1k Tangeungan serty suru-
surat lwin yang diperlukan. memilih domisili memberi pernvataan bahwa
obyek Huk ‘Tunggunsan bewl milik Pemberi Kiasi, tdak rersangkut dalam
sengketi, hebus darl simon dun dadi belan-heban apapun, mendalturkan Hak
Tinggmngan deeselu, memberihan b ST Syaritt-svarml alau iinrm-
dhimmserta ppsgang o oyang  disetujui obel Pemberi Kusa dalam * Akia
Pemberian Hak Tanagungan terseb, g b e R AR TR S .
° Bingi bahwa pelinasan whing yane dimin dapat dilakukan dengan eaca
SNy hesirnya s dengan nilal lmosingamasing ek any tannh
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Janji bahswen dabiom hal phyck  Thk Thnggonmin  kemudian el
schingan Flak Tangeungan membebani beberipic hak alas tanah, Debitoy
tapal nelakukin pelunasan uhamg vang diinin dengan Hak Tangeungan
dengin  car ARSI it Ddsarnyan soma dengan nilal musing-nmsing
ik atas tanal ersehor, vl akan dibebaskan dari Hak Tunggungan,
sehingpa kemudinn [k Fanggungun itn hanva niembebani sisa phyek
Pk Panggmgan woluk nwenjmin sisa uting oy belun dilunasi, Niloi
naisingamasing hak o s Giah b b ok aditentikan berilisarkin

Kesepakatan antara Pilbok Peian i INhak Kedip wesinasaas

Bngi g menmbatasg kewensngan  pemberi 1k Tanggungan  untuk
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mengubal fimeka wakin sews danfarag menering vang sewa di k.
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Linji yang memberikan Kewenangan kepda pemenang Hak Tangaunean
wkuk meayelimmthan obivel 1k Pz, jika hal g diperlatan
ek pelidksspiinm ehaih st aian Witk meoeegah menguli s ey
dhibatalbimnya ik yang ol obyvek  Hak Langaungon Kuveon tidak
dipenuhi aan I.Iil:n'..:_-;.-.|||1_ﬁ.-:r hetentomn mnding-imding, ey keswveiiimenn
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Janji bahwa pembesi Hak Tanggungan tidok akan melepaskan haknya aras
obyek Huk Tanggungan tanpa persetuinan tertulis lebil dabuly dar

pemeie Tk Puingsingin: ——e-...... M e

Fangi baliwa pemegiang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruly atay
sebagian dari panti g yang ditceima pemberi Hak Tanggungan uniuk
pelumisan. piutangiya apahila abyek |k Tangaungon dilepaskan haknyy
vleli pentberi |k Fangoungan g ;Iiu.-lhut.'hnknyn untuk  kepentingan

IHI““”: T sy B . e _—-.-.-a.--.-a..--.-..n_-;.aaq.._."--‘q,_--.u.q.

Yanji biliwn pemteging Hak “Tanggungan akan memperoled seluruh
sehagion  dari Wi asecas ying diterima pemberi Hak Tanggungan

wiuk el Phititagnya, jika vhwvek Flak Empenmeon dissuranskon: se...
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Lepada  Pemepang  Hak o Tanggungan di dalam  Akta  Pemberign’  Hak
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Kuuss yang diberikaon dengin akia it pckak dopst ditarik Kembadi din idak
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pembuatin Ak Pemberian Vak  Tangaungan  sehimbat-lmbatayi Ll

sert penduliarannys  atau Karena ispt]  tersebut - lelal terlanipaui  tanp

ditaksanakan pembuiian AR Pembuerinn Flk NSO, ommmmemse smrm st

Akhiviya lodie juga di hadapan sayi. dengan dilidivi wlely saksi-saksi yan,
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kebenaran pernyatian yang dikemuokakan olel Pemberi Kunsa dan Peper
Ruusa tersebul i was, okt ind ditandatinguni oleh Pembert Kuasa, Pene
Kouasu, pirn saksi L]:II!.I sy Pejubat Pembuit ARt “Tanah/Notaris sebanya
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Ramtor saya, dan 1 Gsatn) vmghap embore Redua dissmpaiban Kepinda Pener
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Pemiberi Kuasa Penerinui IKuusi
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Saksi Sukxi
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pemiegang ko atas wnah/ilak Milk Atas Satunn Romah Susan yang

bt dbibebaan Pk Tappongan, selogotoya daselut Pemgange Hak;

pentilik

selaku Pomberi Hak Tanggungan, wntuk selunjuinya disebut Pihak Pertama

siehuku Penerima Tk Tanggungun, yaog setelah Tak Tangoungan yanp
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[Kedtity, —=mmmemmeeeees
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h
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Fabn
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Sertiprbat b bk peinitikn v dischuekan di was diserihki kespradhin siiyn
PPAT. antuk Keperluan peadalisrn hak, pendaltaran perndihan hak, dun

pendit i Hak Fanggungan yang diberikan dengan akta ini; —---eee e aea “xes
Pemberian Haok Tanggungan tersehut di atas meliputi juga ; <=---e---- et et
1

P

Hidliossisnst 4 idini


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ll sebonminit v Week atans dashif h Nilik s evirliieee Oy S0 0 i
Beandi-Ueaich b tersebot Jiatus disebin subagat Obyek Hak 'angeungan ying

oleh Pihik Pertama dinyatakan sebagui L B emmameas

o pibiadk bl Kool hsnrin s sedipanm i reesv bl i anae P e o,
Badiwar pemberin Tk Tanggungan tersebuot disetujui dun diperjanjiken dengan

ketentiwm-ketentuan Sebamid Berikot @ s eeeme o

-—— . . |'”5;ﬂ s R e e R -

Pihak periima menjaomin baliwa seonm Obyck Huk Tangeungin terschutl di i,
Betul milek bk ot ridak eesanpgknt dulam suatu seagpketa, bebas duri

sibandian bobas polacdied beba-beling ey ey Lk et
e LoD R TR RO S e ey | (W e R R AN R e e A

Mk Tanagwasan werseliod di atis diberikan olel Pilik Pertama dan aliterima oleh
Pilah WKedie demsin g Jiwngr ovang chisepakati wlel keduan belal [saltick

sebyigaivandt doeikan o Daswal bl 3 -——— Ebedi e had i e s e T RS

* Debitoe hipal melakuakin pelunasan utang yung  dijmnin deopan Hak
Tangaungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnyn sumi densan nilai
masing-masing hak s wnal yang mertpakan bagian dari Obyek [k
Tanggungan vang akan disehat di bawal ini. dan ying akan dilchaskan dar
Flak “Panggungan tersebul, sehingga Remudizn Fak Tangguogan itu hanya
membebam sisa Obyek Hak Tangaungun untuk menjamin s¥si utang yang
L U

Obyek Tk Tanggungan

tengan nilui Rp, (
)
- Obyek Hak Tangeungmn
dengar nilai Rp, N
. J
- Obyek Hak Tangzungan ;
dengan nilai Rp. {
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= Dl ha) Oliyek  Hak Tanggungan  kemudian tipecah sehingga  Hak
Vi et beberapa Lk s b, Bebitore g bk ik
ey MR ity ol thenpan Hak Pt pungpn dengin e A i
ving besiicnyys s denpin pilg Hasing-masing hak aras Lo terseb, yang
akan dibwbashan do 1k Frgeungan, sehingss kemidiag Hak Tanggungsan
W hanea wncibebang sk € Waveh 1l Tanppanp:an unik B b sing IETTIT
Ve Isclinn abiunass, Milai nuuil'rg-um-ving bak ey tanah lersebul dl:an

demtikan hevdasarko besepakaton antur Pilak  Mertin dengan Pk

Pt lpiei M T ] T e BT e ma g e e ey ot et € P LT TS N

* Pk Permung gk shan  menyewak kepada  paliah lain Dbyek  Huk
Fangeangan tnpa persetujuan tertnlis terlehih dahuly dari Pihak Kedun,
ermmauke e ek an aan by ik wak i sewn danfatian menerin

Wt Seawin dingih g ik isetui disewink sy st ik dhisewakamig <oeeeneo . reesen

o Pk Pertama 1ok akan mengubah qian morombak sémua benuk o vara
sunan Obyek [l Lt msngin, termasuk mengubale sila oan Mrjtnan
Aegtinimya haik selirhinya ouipon el G PErsCiomm ernifis
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Vet dengin akia ini drbert dlan menyaiakan mienerima kewenungan, dun
ek dee Kasa, otk mengelohi Obyek 1lak Tangeungan  berdasarkan
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| | ¥ il nRUnRE
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diteri dan o menvalakan menerinne Rewenpanzi, than untuk e Kuuss, untuk
meaerima selurah  atau sebagian  wang  ganli Kerugiun TETEIY, 2T 1

bersatiokutin sehagii pelugasun nlang Debilor] —occemressemmeemmmmsesmammmmammrmmenes

Biliak Kedua denvan akin ini dibert dian menyatakan menerima kiewenangin,
Qe Lt Lo koo, untuk, atas binya Pihak Pestania, melakukm Linchikin yhng

diperinkan wniulk menjama dan menperhankan sert menyelpmatkon Ohyek
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sehagit snksi-saksi i setelih dilcakan scriin dijeliskan, mokia sehapnt bukl
kebenaran pernyataun yang dikemikakan ol Pibak Pertama dan IMhak Kedaa
tersebut  oi was, akla ini ditandatangani oleh Pihak  Pertama, Pihak [Cedui,
para saksi dun saya, PPAT, sehanyuk 2 (dua) lembar in originali, satw lembar
disimpan di kantor suyn, sedang lembar Liannya disampuikan kepada  Kepaly
FKantar Pertanahan Kabupaten/Koti

untuk keperlicm pendaltaran Hak Tanggungan yang diberikan dengun akia ini ---
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Dlgltal Repository Universitas Jember
LAMPIRAN X

Kepada Yih, Surahava. 06 Juli 2006
Eaipah Kelua Pengadilan Negeri Surabaya urabaya, 06 Juli 2005
Jalan Arjuno No. 1618

SURABAYA

Dengan hermal,

Perihal: Permohonan Fiat Ekselkusi Grosse Serfifikat Hak Tangg;.rﬂggn

Perseroan Terbatas PT, Bank Pemmala Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisil
hukum di kantor Cabangnya PT. Bank Pemmala Surabaya, Jalan Tunjungan 52, diwakili oleh AFFANDI
TEGUH, SH. karyawan dar perseroan lerbalas salu dan lain berdasarkan sural kuasa (ferampir),
selanjulrya untuk mudahnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

Mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap/imelawan:

* Tuan Gunawan Soewandi, swasla, berlempat finggal di Surabaya, Jalen Dharmahusada nomor
152, datam hal ini berindak sebagal Direklur Utama dan dan dleh karena Il untuk dan atas nama
perseroan lerbatas "PT. Sumbermejo Sanlcso” berkedudukan di Surabaya, salmjutnya cisebut
sebagai Termohon Eksekusi sekallqus sebagai Yang Berhutang;

Pemoncn Exsekusl dengan ini mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Hak Tanygungan, alasi——--

» CSerlipkal Mak Tanggungan Nomor D1.208:1325/2003 DI.307;13262003 HGB Nomor 77,
lertanggal 13 November 2003 yang berkepala: "Deml Keadilan Berdasarkan Keluhanan
Yang Maha Esa’, yang dilerbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Kola Surabaya Propinsi Jawa Timur, berupa Hak T&nggungauebesar Rp. 187. 5t}DDDﬂ

(seralus delapan puluh lujuh juta lima ratus ﬂhl%ﬂahl__

L]

Hak Tanggungan mana dibebankan alas:—

e Sebidang langh Hak Guna Bangunan Nomor 77/Kelurahan Simolawarg SHGB
No717/Simolawang, seluas 124 M2, lerdaflar alas nama David Suwandi, berkedudukan di
Surabaya, Jalen Kerlopalen Nomor 5811, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang,

Surabaya ———- .
Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berkut: \

1. Bahwa, Pemohon Eksekusi pada awalnya lelah memberikan fasilitas kredil (pinjaman) kepada Yang
Berhulang, sesuai dengan akla Perjanjian Kredil Rekening Koran Perusahaan Nomor. 177 yang
dibuatl dihadapan Wahyudi Suyanlo, Sardana Hukum, Notars di Surabaya, delam beafuk fasililes
pinjaman rekening Koran sebesar Rp.1.000.000.000,- (salu milyar rupiah)./Bukli P, =

2. Bahwa, sesuai dengan bukli P1, alas pinjaman Yang berhulang yang benypa fasilitas Rekening
Koran lersebut dialas sudah jatuh lempo pada tanggal 22 Desember 2003 dan atas fasilitas lersebul
telaly diperpanjang selama saby tahun yailu sampai dengan tanggal 22 Desember 2004, sesual
dangan Pedanjlan Perpanangan !aJnﬂas Kradil {Pemaahaan] RGO, fJI“tfx[}E}Bfﬁﬂﬂmi}Cumm
lertangzl 22 Desember 2003 (Ruki P2), — e e
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3. Bahwa, sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P1 jo P2, atas pokok beserta burnga
pinjaman Yang Berhutang untuk fasilitas lersebul, sudah harus terbayar lunas pahng
lambat pada tanggal 22 Desember 2004 -—comeoecee

4. Bahwa, temyala Yang Berhutang sejak bulan Jull 2004 tidak melakukan pembayaran
sebagaimana meslinya, yaitu terjadi tunggakan bunga, sebagazmanay;anq telah msepakatl
dan dituangkan dalam Pasal 4 bukti P-1, tersebut;--———ooc e

2, Bahwa, dengan demikian yang berhulang telah melakukan perbuatan ingkar janji atau
wanprestasi yang sangat merugikan Pemohon Eksekusi; <

6. Bahwa, aitas wanpreslasinya hulang Yang Berhutang kepada pemchon sksekusi,
Pemohon Eksekusi telah memberikan somasi (teguran) terhadap Yang Berhutang, baik
secara lisan, per lelepon dan surat-surat somasi (teguran) terhadap Yang Berhutang,
sual-sural somasi mana terlampir bersama permohonan ini (Bukti P-3), walaupun
berdasarkan Pasal 10 ayal 4 Bukli P-1, Yang berhutaing telah dapat dinyatakan lalal
{wanprestasi) dengan cara cukup dibuklikan dengan lewalnya waklu saja atau berhentinya
membayar, tanpa diperlukan lagi sualu peringatan dengan juru sita atau surat-surzat lzin
yang berkexuatan demikian;

7. Behwa, jaminan fidusia yang dibebankan Yang Berhutang alas Slock barang berupa Kopra,
Minyak Kelapa, Bungkil dan lain-lain kepunyaan PT. Sumberrejo Santoso, berkedudukan di
Surabaya, yang dilempatkan di Jalan ¥alimas Barat No. 55 A Surabaya senilai Rp. 1,000,000,000
(selu milyard rupiah) tidak mencukupl unluk pemenuhen hutang beserta bunganya sebesar Rp.
1,184,283,023 (satu milyard seralus delapan pulth empat juta dua ratus enam puluh tiga nbu dua
puluh liga rupiah) kepada Pemohon Eksekus| sampal dengan posisi tanggal 30 Juni 2008,

8. Bahwa, jika diperhitungkan dengan bunga, denda, maka hutang yang berhutang sampai
dengen posisi tanggal 30 Juni 2005 menjadi sebesar Rp. 1,184,263,023 (satu milyard
seralus delapan puluh empal juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiahj,

dengan perincian sebagal berikut (Bukli P4}, — ;
{
Jenis Pinjaman | Outstanding Pokok | Bunga Total
oD 1,039,881,117 144,381,906 1,184,263,023
| Jumlah {Rp) 1,039,881,117 144,381,906 | 1,184,263,023

9. Bahwa apabila setelah diajukannya permehonan ini ternyata ada setoran/pemasukan dana
ke rekening Yang Berhutang yang tidak/belum cukup melunasi seluruh hutang Yang
Berhulang sebagaimana dalam angka 7 diatas, maka Pemohon Eksekusi mohon kepada

Kelua Pengadilan Negeri Surabaya agar: -————————n - —

a. Berkenan diperhitungkan dengan jumlah hutang Yang Berhutdnq sewakil |Jem,r|madn
hasil lelang barang jaminan nantinya; :

b. Berkenan m emberikan bantuan dan pedindungan hukum agar Eksekusi Hak
fangaungan yang diajuan oleh pemohon eksekusi ini dapat letap barjalan dt‘rg:ﬂ
lancar sesuai dengan orosegur hukum yang beraky, —— e ——

Unluk ity Pemohon Eksekusi gkan mw,ﬂ ipatkan gpmlnr.‘.ﬂ 1an secara lgtlulls,

L e R b i g e o e B T e e T F ey
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10. Bahwa hufang Yang Berhulang dijamin cleh Termohon Frsekusi dibawah fitle Hak fanggungan

salah salunya dengan: s P

o Sebidang fanzh Hak Guna Bangunan Nomor liKelurahan  Simolawang  SHGB
No.717iSimolawang, seluas 124 M2, terdafiar alas nama David Suwandi, berkedudukan di
Surabaya, Jalan Keropaten Nomor5a/ll, Kecamatan Simokerio, Kelurahan Simolawang,
Surabaya, — i

Bahwa selain jaminan lersebut diatas pinjaman, Yang Berhulang juga dijamin dengan Hak Jaminan
Fidusia atas Stock barang yang berupa Kopra, Minyak Kelapa, Bungkil dan lain lain kepunyaan PT.
Sumbermejo Santoso, berkedudukan di Surabaya, yang dilempatkan di Jalan Kalimas Barat No. 55 A
Surabayd—eeee

. Bahwa tentang lelah dijaminkannya hutzng Yang Berhutang oleh Termohion Eksekusi, dengan

Sebicang tanah Hak guna Bangunan, antara lain lemyala dari:

3. Bukfi P1 : Akla Perjanfian Kredil No. 177 tanagal 29 Agustus 2003, yang dibuat dinadapan
Wehyudi Suyanio, SH Notaris di Surabaya. -

b. Buki P2 - Akta Peranjian Perpanjangan  Fasilitas  Kredil (perusahaan) No.
OD/2003/609/R0O/ICOMM, tertanggal 22 Desember 2004.

C. Bukli P-5 | Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Nomor 99 langgal 29 Agustus 2003
Sertiplkat Hak Guna Bangunan Nomor 717 wanggal 18 Jush 2003 ———— e i

d.  Bukif P8 : Akla Pemberian Hak Tanggungan: Nomor 178 tanggal 29 Seplember 2003,

e. Bukli P-7 : Setipikal Hak Tanggungan Nomer DI.208:1325/2003 DI.307:1326/2003 HGE Nomer
77, yang dkeluakan oleh Kanfor Badan Pertanshan Nasional Kanior Pertanshan Kota
Surabaya Prapinsi Jawa Tinur.——eeee— . -

Bahwa karena parmohcnan Pemohon Eksekusi ini adalah hal yang pasli serla didukurg oleh alal
bukli yang sempuma, mengikat, dan menentukan, maka Pemohon Eksekusi mohon agar
permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ini dapal dikabulken dan dilaksanakan sepenuhnya,
sexalipun ada bantahan (verzef) maupun upaya hukum lainnya dari pihak manapun;——————

Sehubungan dengan maksud diatas, Pemohen Eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negen Surabaya:

* Agar betkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan
panggilan penegoran (Aanmaning) kepada Yang Berhutang dan -Termohon Eksekusi, agar
dalam waktu 8 (delapan) hari selelsh peneguran lermaksud Yang Berhulang hamus melunasi
hutangnya berikut segala biaya yang berkaitzn kepada Pemohon Eksekusi;

 Apabla lidak diunasi, agar segera dapal dilaksanakan sita eksekusi serta penjualan secara
lelang alas jaminan lersebut diatas yang benpalalas:

Sebdang tanai  Hak Cuna Bangunan Nomor 77/Kelurshan Simolawang  SHGB
No.717/Simolawang, seluas 124 M2, terdaftar alas nama David Suwandi, berkedudukan di
Surabaya, Jalen Kertopaten Nomor 581, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang,
Surabaya. — e - —————

tan memperhitungkan hasil bersihnya dengan hulang dan sogala blaya yang berkaitan ——---

= Menghukum Yang Bemulang untuk membayar Ugya Laya perkara it —_— -
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Bersama ini pula kami lampirkan fotocopy bukli-bukli sebagal benkut:

'y
Digit @?sitory Universitas Jember
PermataBank

Bukti P1: Akla Peranjian Kredit No. 177 tanggal 29 Agustus 2003. yang dibuat dihadapan
Wahyudi Suyanto, SH Notaris di Surabaya.
Buki P2 Akla Perjanjian Perpanjangan Fasfitas Kredit (perusahaan) No.
OD/2003/603/RO/COMM, tertanggal 22 Desember 2004.
Bukti P3 : Suret-surat peringatan;
Bukll P4 : Perincian jumlah hutang;
Bukti P-5 : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Nomor 99 Iertanggal 29 Agustus
2003 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 717 tertanggal 18 Juni 2003.-

Bukti P-6 : Akia Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 178 tertanggal 29 September 2003.—
Buki P-7 : Sertipkat Hak Tanggungan Nomor D1.208:1325/2003 DI.307:1326/2003 HGB
Nomor 77, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanghan Nasional Kantor Pertanahan
Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Demikian permchonan yang Pemohon Eksekusi ajuken tersebul diatas. Alas perhatian dan
bantuzn Bapzk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Eksekusi mengucapkan terima
kasih.
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